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Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan peralihan hak atas tanah adat berdasarkan hukum adat masyarakat
sentani apakah sudah sesuai dengan Undang-undang dan bagaimana peran Notaris
PPAT dalam pelaksanaan pelepasan adat.

Permasalahan yang ingin dijawab dalam skripsi ini adalah pertama, apakah
pelaksanaan jual beli hak atas tanah pada masyarakat adat sentani telah sesuai

dengan undang-undang; kedua, bagaimana peran jabatan Notaris PPAT dalam
proses peralihan dan pelepasan adat pada masyarakat adat sentani. Jenis penelitian
ini adalah penelitian Normatif Empiris, menggunakan pendekatan perundang-
undangan dimana peneliti menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan penelitian ini yang mengkaju aspek yuridis sesuai dengan peraturan
yang berlaku, serta menggunakan pendekatan konseptual yaitu memunculkan
objek-objek dari sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga dapat
menentukan maknanya secara tepat dengan mengidentifikasi terhadap prinsip,
pandangan, dan doktirn yang sudah ada, dan kemudian memunculkan gagasan baru.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Praktek proses jual beli hak atas
tanah adat pada masyarakat sentani belum sesuai dengan peraturan pemerintah
nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan PMNA 3 Tahun 1997 sebagai
pelaksanaan dari PP 24 tahun 1997 yang mana peraturan pemerintah tersebut
mewajibkan pelaksanaan jual beli tanah harus menggunakan akta otentik yang
dibuat oleh PPAT; kedua, Notaris PPAT menjadi sarana untuk berkonsultasi antara
penjual yang merupakan masyarakat adat dan pembeli berkaitan dengan pelepasan
hak atas tanah adat, hal ini dilakukan agar masyarkat mendapat pemahaman
mengenai keabsahan jual beli menurut hukum adat agar tidak terjadi sengketa di
kemudian hari.

Kata kunci : Jual Beli, Hak Atas Tanah Adat

Xvii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari
ratusan pulau yang terpisahkan oleh selat dan laut, ini merupakan kondisi geografis
yang menyebabkan adanya berbagai macam suku, budaya, ras, dan golongan di
Negara Indonesia. Masing-masing pulau memiliki suku, budaya, dan bahasa yang
berbeda-beda, dengan kepemilikan wilayah tersendiri. Adanya berbagai macam
perbedaan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan akan tanah
kewilayahan sangat banyak dibutuhkan. Tanah sebagai anugerah dan karunia dari
Allah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia,
karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal. Tanah
memiliki peran yang sangat penting dalam penghidupan bangsa Indonesia dimana
penggunaanya sangat dibutuhkan.

Tanah dalam kehidupan manusia merupakan induk dari segala pokok
kebutuhan selain dari kebutuhan primer dan sekunder yang lain. Tanah dapat
dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai ekonomi berkelanjutan
untuk masa yang akan datang, dan cocok untuk dijadikan sebagai investasi jangka
panjang.

I Gede A.B Wiranta menyatakan bahwa “Keberadaan manusia tidak dapat
dilepaskan dengan tanah. la merupakan unsur yang esensial yang paling diperlukan

selain kebutuhan hidup yang lain, bahkan dapat dikatakan tanah adalah suatu



tempat bagi manusia menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk
melanjutkan kehidupannya.”

Kebutuhan akan tanah tidak menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah
memiliki dan menguasai hak atas tanah. sangat Jelas diterangkan mengenai arti
penting dan batasan sebuah hak atas tanah bagi masyarakatdan negara sebagai
Organisasi Masyarakat tertinggi di Indonesia yang dituangkan dalam pasal 33 ayat
@ Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal tersebut
menegaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam beserta air dan
kekayaan alam lainnya termasuk tanah yang berada dalam wilayah teritori
Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) berarti dikuasai, diatur, dikelola
dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga
pengelolahnya untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau mensejahterakan rakyat
Indonesia seluruhnya, dimana Negara memiliki wewenang untuk pengaturan
keberadaan hak-hak atas tanah tersebut. Penjelasan mengenai tanah untuk tindak
lanjut pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 maka dikeluarkan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang
selanjutnya dikenal dengan sebutan UUPA.

Salah satu tujuan utama UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar

pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Negara

11 Gede A.B. Wiranata. Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa. Bandung:
PT. Citra Aditya Bhakti. 2005.HIm. 224.



memiliki wewenang untuk pengaturan kepemilikan hak atas tanah kepada
perorangan atau badan hukum. Hal ini jelas diterangkan dalam pasal 2 ayat (1),
yaitu: “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945,
dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, Bumi, Air dan Ruang Angkasa,
termasuk kekayaan Alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi
dikuasai oleh Negara sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat” . Berpedoman
pada tujuan tersebut di atas, negara dapat memberikan hak atas tanah kepada
sesorang atau Badan Hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan
penggunaanya.?

Indonesia merupakan Negara dengan berbagai macam suku, budaya, dan Bahasa
yang beragam. Oleh karenanya, setiap suku yang menempati pulau pulau di
indonesia dipastikan memiliki budayanya masing-masing. Untuk itu, tepatlah
pemikiran pendiri bangsa ini dan perancang Hukum Agraria menjadikan hukum
adat sebagai dasar hukum agraria nasional. Sebelum UUPA dan peraturan
pertanahan lainnya keluar, hukum adat telah ada terlebih dahulu yang mengatur
mengenai banyak hal termasuk tanah.

Di Indonesia sendiri tendensi untuk membeli atau memanfaatan tanah kian
meningkat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Hal ini menjadi
kecenderungan yang merata hampir di seluruh pelosok di Indonesia. Begitu pula di
Kabupaten sentani, Provinsi Papua yang saat ini sebagaian besar didiami oleh

masyarakat adat.

2 Ali Achmad Chomzah,2001,Hukum Agraria(Pertanahan Nasional) Jilid 1,Prestasi
Pustaka,Jakarta, him. 29.



Tanah Adat milik masyarakat Adat diatur dalam hukum Adat mereka masing-
masing. Bagi masyarakat adat, tanah merupakan sesuatu yang sangat berharga dan
harus dipertahankan oleh masyarakat Adatnya karena tanah adat adalah tanah
warisan para leluhur mereka. Tanah Adat merupakan tanah milik dari kesatuan
masyarakat hukum Adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum Adat yang
dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan,
mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah,
daluwarsa/verjaring.®

Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yakni hak ulayat sebagai
seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang
berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai
pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan
sepanjang masa. Tanah di Kabupaten sentani sebagian besar adalah tanah hak
ulayat yang dikuasai oleh masyarakat adat, juga tidak lepas dari pengaruh mobilitas
perkembangan zaman serta faktor demografi dan ekonomi yang semakin
meningkat.

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat
penting di dalam hukum Adat, yaitu disebabkan:

1. Karena sifatnya, yakni tanah dipandang oleh masyarakat sebagai harta

kekayaan yang meskipun dalam kondisi atau keadaan bagaimana pun juga

akan tetap sama, bahkan dapat bertambah nilanya seiring waktu.

3 Sudiyat, Iman. 1981. Hak Adat Sketsa Azas. Yogyakarta: liberty. HIm 3



2. Karena faktanya, yaitu bahwa tanah itu adalah merupakan tempat tinggal
masyarakat adat, memberikan penghidupan kepada masyarakat adat,
menjadi tempat dimana para masyarakat adat yang meninggal dunia
dikuburkan, dan merupakan warisan dari para nenek moyang masyarakat
adat yang harus dilestarikan.

Dalam Peraturan Daerah Khusus Povinsi Papua No. 23 Tahun 2008 Tentang
hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa mengakui keberadaan dah
ulayat masyarakat hukum adat atau hak perorangan masyarakat hukum adat atas
tanah dan pengelolahan hak atas tanah masyarakat hukum adat sesuai dengan
hukum adat yang berlaku.*

Tanah di Kabupaten sentani sebagian besar adalah tanah hak ulayat yang
dikuasai oleh masyarakat adat, juga tidak lepas dari pengaruh mobilitas
perkembangan zaman serta faktor demografi dan ekonomi yang semakin
meningkat, banyak proyek pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah
maupun pihak swasta. pembangunan di Papua berkembang pesat setelah
pemerintah melaksanakan proyek pembangunan infrastuktur jalan lintas trans
Papua, serta pembangunan tol laut di daerah provinsi Jayapura membutuhkan lahan
yang luas. Hal ini menjadi peluang yang baik bagi para pengusaha dan investor
untuk mengembangkan usaha mereka di papua. Mereka kemudian berlomba-lomba
ingin memiliki lahan atau tanah di area rencana pembangunan infrastruktur
tersebut, yang saat ini sebagian besar merupakan tanah hak masyarakat adat.

Mereka para pelaku usaha berusaha untuk memiliki tanah dengan kepentingan

4 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.



masing-masing, Hal ini yang nantinya akan menaikan persentase permohonan hak
milik akan tanah menjadi semakin meningkat. Hak milik akan tanah ini akan
menjadi dasar bagi mereka untuk dapat mengambilmanfaat yang sebesar-besarnya
baik dari segi sosial maupun ekonomi, akan tetapi dalam proses memperoleh hak
milik ini tidaklah selalu berjalan dengan lancar.

Potensi konflik dapat timbul pada proses jual beli tanah adat kepada pihak
swasta maupun pemerintah. Menurut Adrian Sutedi ada beberapa faktor yang dapat
memicu potensi konflik saat transaksi jual bei tanah tersebut, yaitu:

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara,
bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraris yang sedang membangun
kearah perkembangan industri dan lain-lain. Akan tetapi tanah yang merupakan
kehidupan pokok bagi manusia akan berhadapan dengan berbagai hal, antara lain:

1. Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kuaitas dibanding dengan
kebutuhan yang harus dipenuhi,

2. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat
perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan
perubahan-perubahan social pada umumnya,

3. Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat
penting, pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan objek

spekulasi,



4. Tanah di satu pihak dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat lahir batin,adil dan merata,sementara dilain pihak
harus dijaga kelestariannya®

Pelaksanaan jual beli pada masyarakat adat sentani berbeda dengan hukum
nasional yang berlaku, yang mana jual beli tersebut dilaksanakan dihadapan kepala
adat dan para masyarakat adat lainya sebagai saksi. Ketua adat dalam masyarakat
adat sentani biasa disebut dengan Ondoafi yakni tokoh masyarakat yang diberikan
kepercayaan oleh masyarakat adat untuk yang berwenang menentukan hal-hal apa
saja terkait hubungan hukum dan perbuatan hukum yang menyangkut dengan tanah
wilayahnya.

Dilihat dari kondisi tersebut maka akan muncul suatu masalah mengenai tata
cara pelepasan hak atas tanah terutama tanah adat yang menurut penulis menarik
untuk diteliti. Bagi masyarakat di wilayah sentani, tanah merupakan sesuatu yang
sakral karena tanah adat tersebut merupakan peninggalan nenek moyang mereka.
Kepemilikan hak atas tanah ini bersifat turun temurun yang diwariskan dari satu
garis keturunan marga dalam masyarakat adat tersebut.

Berdasarkan tulisan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai
bagaimana proses jual beli tanah yang berasal dari hak atas tanah adat milik
masyarakat adat yang kemudian beralih menjadi hak milik perorangan serta proses

penyelesaian sengketa yang ditimbulkan berdasarkan hukum positif dan hukum

5 Adrian Sutedi. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika .2013.
Him. 1.



adat, dan peran jabatan notaris dalam proses pelepasan tanah adat di masyarakat

adat sentani di kecamatan sentani Provinsi Papua.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai
berikut:
1. Apakah proses jual beli Hak Atas Tanah pada masyarakat Adat Sentani telah
sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan?
2. Bagaimana peran Notaris-PPAT jika pada proses pelepasan dan peralihan

hak atas tanah pada masyarakat adat Sentani muncul sengketa?

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan subjektif Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia ( Ull ) Yogyakarta.
2. Tujuan objektif
Untuk meneliti dan mengkaji proses jual beli hak atas tanah adat di sentani
apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta
mengetahui peran Notaris-PPAT jika dalam pelaksanaan peralihan hakatas

tanah pada masyarakat adat sentani muncul sengketa.



D.

Manfaat penelitian
1. Manfaat teoritis

a) Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap
ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata
pada khususnya.

b) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan
pembendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan,
sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan
penelitian mengenai hal sejenis yaitu mengenai masyarakat adat.

2. Manfaat praktis
Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penyusunan kebijakan atau
program pemerintah dalam hal masyarakat adat
Dengan penelitian ini diharapkan pembaca atau masyarakat mengetahui

lebih jauh mengenai penerapan jual beli tanah adat di kabupaten jayapura.

E. Orisinalitas Penelitian

Orsisinalitas penelitian merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya
akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa
karya tersebut orisinil. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil
contoh tiga penelitian terdahulu oleh penulis lain yang memiliki kemiripan masalah

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.



1. Setyo Wibowo, Pelaksanaan jual beli tanah bekas (Adat) di kabupaten
bekasi, Tesis, 2008
a. Persamaan dengan penulis adalah pada kajian yang membahas
mengenai hak atas tanah adat

b. Perbedaan, penulis membuat penelitian mengenai perjanjian jual beli
hak atas tanah adat sedangkan penelitian terdahulu membahas
mengenai bekas tanah adat.
2. Djestylona Kobu Kobu, Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah
Berdasarkan Hukum Adat Suku Tobelo, 2017
a. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai peralihan
hak atas tanah adat

b. Perbedaannya ada pada metode yang digunakan penulis sebelumnya
yaitu yuridis empiris, sedangkan metode yang penulis gunakan yaitu
normative empiris. Penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya
berfokus pada perlindungan hukum tanah adat, sedangkan penelitian
penulis berfokus kepada pelaksanaan jual belinya dan peran notaris
pada pelepasan adat.

3. Dimas Rizky Wiratama Suwignyo, Perlindungan Hukum dalam
Praktek Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Yang Dilakukan Dihadapan
Kepala Desa
a. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas

mengenai jual beli tanah yang dilakukan bukan dihadapan notaris

melainkan hanya dihadapan kepala desa atau kepala adat.
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b. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada
jual beli menurut hukum adat, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti

terdahulu menekankan pada perjanjian jual beli dibawah tangan saja.

F. Tinjauan Pustaka

Masyarakat Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dan
merupakan bagian terpenting di Indonesia yang menunjukan identitas bangsa
indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat tidak dapat dipungkiri keadaannya
sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan, bahkan di dalam
peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk
sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat,
masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional,
komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa
atau nama lainnya.

Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersamadimana
manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem
kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok
merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat para ahli di
atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi,
sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Bisadikatakan bahwa masyarakat

adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial.
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Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai
kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.®

Masyarakat hukum adat memiliki hak yang cukup penting yakni terkait dengan
ruang hidupnya yaitu hak ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa
hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan
peraturan lain yang lebih tinggi.

Di berbagai penjuru wilayah di Indonesia, masih banyak ditemukan masyarakat
hukum adat yang sampai saat ini masih memegang teguh aturan-aturan hukum
peninggalan turun-temurun dari nenak moyangnya, terutama yang berkaitan
dengan hukum kekerabatan.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam masyarakat hukum adat yaitu:

a. Masyarakat hukum territorial

Para ahli hukum adat pada zaman hindia belanda mengemukakan bahwa
yang dimaksud dengan masyarakat hukum territorial adalah masyarakat
yang tetap dan teratur, yang para anggota masyarakatnya terikat pada suatu
daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitannya dengan duniawi sebagai
tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan

terhadap roh-roh leluhur. (Ter Har, 1960 : 17, Van Dijk 1954: 18)

6 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2009 him. 5
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b. Masyarakat hukum genalogis

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang bersifat genalogis
adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, diamana para anggota
masyarakatnya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu
leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah maupun secara tidak
langsung yang terjadi akibat pertalian perkawinan ataupun pertalian adat.
Para ahli hukum adat pada masa hindia belanda menyatakan bahwa
masyarakat yang genalogis yaitu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu
bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.
c. Masyarakat hukum territorial genelogis

Pada dasarnya masyarakat hukum territorial-genealogis adalah kesatuan
masyarakat yang tetap dan teratur yang mana para anggota masyarakatnya
bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi
juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau
kekerabatan. Masyarakat hukum territorial genealogis dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu dalam bentuknya yang asli dan dalam bentuknya yang
campuran.
d. Masyarakat adat keagamaan

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat yang dimaksud di atas akan
terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di
berbagai daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat keagamaan
menurut kepercayaan lama, ada kesatuan masyarakat yang khusus

beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang bersifat campuran.
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Dikarenakan didalam lingkungan kemasyarakatan yang didominasi
kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya bukan hanya warga
adat kesatuan desa menurut perundangan, tetapi merupakan warga adat
yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing.

e. Masyarakat adat di perantauan

Masyarakat adat di perantauan merupakan suatu kumpulan dari orang-
orang dari suatu masyarakat adat tertentu yang kemudian membentuk
komunitas yang baru di daerah perantauan, dengan maksud dan tujuan agar
tetap mempertahankan eksistensi adat dan agama asalnya.

Kumpulan atau organisasi tersebut juga seringkali bertindak mewakili
anggota-anggotanya dalam penyelesaian perselisihan antara satu
masyarakat adat dengan masyarakat adat yang lain seperti menyelesaikan
perkawinan campuran antara pria Minangkabau dan pria lampung.

f. Masyarakat adat lainnya

Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari banyak kita jumpai bentuk-
bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan
pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada suatu hukum
adat yang sama atau berasal dari daerah asal yang sama, melainkan pada
rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa, agama
dan Bahasa yang berbeda-beda. Kesatuan masyarakat adat seperti ini tidak
lagi terikat pada hukum adat yang lama melainkan dalam bentuk hukum

kebiasaan yang baru, yang disebut juga hukum adat Indonesia atau hukum
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adat nasional. Sebagai contoh adalah unit organisasi Dharmawanita, yang
anggotanya berasal dari berbagai daerah dan berbagai agama

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) ebagai salah satu
landasan konstitusional masyarakat adat dikatakan bahwa "Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang".

Dari pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, Dengan demikian
masyarakat hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan hak-
haknya sebagai dimuat dalam pasal-pasal tersebut.

Bushar Muhammad juga menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang dapat
menjadi objek hak ulayat, yaitu tanah (daratan); air (perairan seperti misalnya:
sungai, danau, pantai bersama perairannya); tumbuh-tumbuhan yang hidup secara
liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar, dan
sebagainya); dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.

Ter Har berpendapat bahwa para penduduk yang berada di kepulauan Indonesia
ada pada tingkat rakyat jelata. Terdapat perilaku hidup yang sama dalam sebuah
kelompok masyarakat yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar.
Golongan masyarakat tersebut memiliki perilaku dan susunan yang tepat dan kekal,
dan orang-orang yang berada di dalam kelompok masyarakat tersebut menjalani

kehidupannya dengan wajar, dan itu merupakan kodrat alam, dan tidak ada satupun
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dari orang-orang tersebut yang berniat untuk merubah atau membubarkan golongan
tersebut. Kelompok atau golongan tersebut mempunyai tata cara atau pedoman
hidup sendiri dan memiliki harta benda kekayaan. Inti dari pendapat Ter Har
tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adalah :

a. Kesatuan manusia yang teratur

b. menetap di suatu daerah tertentu

C. mempunyai penguasa-penguasa

d. mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud

Hak ulayat dijumpai dihampir di penjuru wilayah indonesia. Hak ulayat dapat
dikatakan sebagai hubungan hukum kongkret dan pada asal mulanya diciptakan
oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau
mewariskan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan
kelompok masyarakat adat tertentu. Selain diperoleh dari warisan peninggalan
leluhur bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu , hak ulayat juga dapat
tercipta atau terjadi karena pemisahan masyarakat hukum adat dari induknya,
menjadi masyarakat hukum adat yang baru dan mandiri, dengan sebagai
wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA dapat dipahami juga bahwa hak ulayat
diakui sebagai sebagai suatu hak atas tanah tersendiri, apabila memenuhi dua
persyaratan, yaitu Hak tersebut ada , dan Pelaksanaan hak yang masih ada
tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
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Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya
hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih.
Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-
masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur
dan yang lain menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi
subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib
memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.

Dari pemaparan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah
suatu perjanjian bertimbal balik, yang mana pihak penjual berjanji untuk
menyerahkan hak milik atas suatu benda dan pihak pembeli berjanji untuk
memberikan sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai
imbalan atas barang tersebut. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki
pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada
penyerahan sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Perjanjian jual
beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya para
pihak telah mencapai kata sepakat mengenai benda dan harganya tersebut,
meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar
(Pasal 1458 KUHPerdata). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok
dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdata, dan jika pihak
pembeli tidak membayar harga yang sudah disepakati para pihak maka hal tersebut
merupakan suatu wanprestasi yang dapat memberikan alasan kepada pihak
penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-

ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata “harga“ tersebut harus
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berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada
dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya
menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan
menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual
beli sudah termaktub pengertian bahwa di satu pihak ada barang dan di
lain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa,
meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu
ditetapkan.

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama
halnya dengan syarat sahnya perjanjian. Suatu perjanjian yang sah yakni perjanjian
yang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Perjanjian
tersebut diakui sah Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sayarat-sayarat sah
perjanjian:

a. Adanya persetujuan kehendak

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai
pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga
dikehendaki oleh pihak lainya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi
dalam proses perundingan.

Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan,
pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai
objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainya menyatakan
juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan

yang mantap bagi kedua pihak.
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Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun
tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para
pihak. Juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan
dan tidak ada penipuan.

Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang
akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan
perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai
umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang
yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

1) Orang-orang yang belum dewasa;

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan ini

telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung)

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang
telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika
tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para

pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

c. Ada suatu hal tertentu
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Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib
dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi
pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan
hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek
perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin
dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal.

. Adanya suatu sebab yang halal

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang
untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdata Pasal 1335 disebutkan
bahwa “’suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu
sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Tapi dalam
Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi
ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang
dinyatakan, perjanjianya namun demikian adalah sah”. Sebab yang halal
menurut Pasal 1337 KUHPerdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh
undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun Kketertiban

umum.

Berdasarkan KUHPerdata pasal 1457, Jual beli yang dianut di dalam Hukum

Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual belibaru

meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, ataudengan

perkataan lain jual beli yang dianut Hukum Perdata belummemindahkan

hak milikadapun hak milik baru berpindah dengan dilakukanpenyerahan atau
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levering.” Sedangkan dalam Dalam Pasal 1458 hal jual beli benda tidak
bergerak jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau
harganya belum dibayar. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu
perbuatan hukumlain berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu
peraturan lain lagi.

Pengertian jual beli hak atas tanah setelah berlakunya UUPA merupakan
perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya yang bersifat tunai dan
selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan dari UUPA yaitu PP No. 24
Tahun 1997, yang menentukan bahwa jual beli hak atas tanah harus dibuktikan
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif yaitu
penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah,
filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan
umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-
undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.
penelitian ini didukung dengan keterangan keterangan empiris dari
Narasumber (keterangan keterangan dari masyarakat adat Sentani, Notaris

PPAT di Sentani)

7 Soedharyo Soimin,Status Hak Dan Pembebasan Tanah, (Jakarta: Sinar
Grafika,2004),hIm.86
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2. Pendekatan penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digumakan adalah pendekatan
konseptual dan perundang undangan, konseptual yaitu memunculkan objek-
objek dari sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga dapat
menentukan maknanya secara tepat dengan mengidentifikasi terhadap
prinsip, pandangan, dan doktirn yang sudah ada, dan kemudian memunculkan
gagasan baru®. Pendekatan Perundang-undangan dimana peneliti menelaah
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penelitian ini,
undang-undang tersebut yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun
1997, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang PPAT, Peraturan Pemerintah 24
Tahun 2016.

3. Objek penelitian
Objek penelitian dari penelitian ini yaitu jual beli hak atas tanah pada
masyarakat adat di Sentani, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997,

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan

8 Mulyadi, M. “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian,” Jurnal Studi Komunikasi dan Media,
Vol. 16, No. 1, Januari 2012, 28.



Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang PPAT, Peraturan Pemerintah 24
Tahun 2016.

4. Narasumber
Narasumber pada penelitian ini adalah orang-orang yang dipilih atau lembaga
untuk memberikan informasi terkait masalah yang ditulis peneliti, yaitu
Bapak Fabian Ibo dan Bapak Ayubi Felle selaku Masyarakat adat Sentani,
Bapak Luis Ponto., SH., M.Kn dan Ibu Lilies Heryeni selaku Notaris PPAT
di Sentani

5. Bahan Hukum.
Skripsi ini menggunakan Bahan Hukum primer berupa Peraturan perundang-
undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang
memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan antara lain Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun
1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, PMNA Nomor 3 Tahun
1997, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT, Perda Provinsi
Papua Nomor 23 Tahun 2008. Bahan hukum sekunder berupa pendapat
hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil
penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.
Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum
sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan

hukum primer, dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun
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penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan
dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus
Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia
6. Teknik pengumpulan Bahan Hukum.
Bahan hukum primer dengan studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri
dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literature yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi dokumen, yakni dengan
mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen yang didapat dari
lembaga yang ingin diteliti dan data-data yang berhubungan dengan
paermasalahan penelitian
7. Sistematika penulisan
BAB |I: PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari
pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, dan perumusan masalah
penelitian, maksud dan kegunaan penelitian yang diharapkan, metode
penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II: JUAL BELI HAK ATAS TANAH, NOTARIS-PPAT,
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Dalam penelitian ini akan diuraikan teori tentang Jual Beli hak atas
tanah, peran Notaris dan PPAT.
BAB I11: Pelaksanaan Jual Beli Hak atas Tanah Pada Masyarakat

Adat Sentani di Kabupaten Jayapura dan Peran Notaris PPAT.
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Pada bab ini akan dibahas tentang Proses Jual Beli tanah Adat yang
dilakukan di Sentani, Dasar hukum peralihan/pelepasan hak atas tanah, tata
cara jual beli hak atas tanah berdasar peraturan perundang-undangan, baik
pada UUPA, PP 24/1997, PMNA 3 tahun 1997, Peran Notaris dan PPAT
dalam jual beli hak atas tanah berdasarkan UUJN dan PP 37/1998 tentang
PPAT.

BAB IV: Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penulisan serta saran atau masukan
untuk memajukan pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan hukum
perdata pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi mengenai buku-buku dan pustaka yang menjadi referensi serta
panduan bagi penelitian ini yang juga berguna bagi pembaca apabila ingin
lebih memperluas wacana serta mencocokan dengan penelitian.

LAMPIRAN
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BAB Il
JUAL BELI HAK ATAS TANAH, NOTARIS PPAT DAN MASYARAKAT

HUKUM ADAT

A. Dasar Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah
1. Jual Beli Tanah Sebelum Berlakuknya UUPA

Sebelum lakuknya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,
jual beli tanah di Indonesia masih menggunakan dua sistem hukum, yakni
sistem hukum barat bagi kaum eropa dan sistem hukum adat bagi golongan
pribumi.

AP Parlindungan menyatakan bahwa, sebelum berlakunya UUPA,
Indonesia masih menggunakan sistem dualisme dalam hukum agraria hal ini
dikarenakan masih berlakunya dua macam hukum yang menjadi dasar hukum
pertanahan kita, yakni hukum adat dan hukum barat sehingga terdapat dua
macam tanah yakni tanah adat dan tanah barat. ° Hal tersebut membedakan
peralihan hak kepemilikan atas tanah secara hukum adat maupun hukum barat
dalam hal jual beli, dan juga mengenai perlindungan hukum maupun kepastian
hukumnya.

a. Menurut Hukum Barat

Belanda datang dan menjajah Indonseia dengan membawa perangkat
hukum Belanda untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Pada

tanggal 1 Mei 1848 Belanda mulai memberlakukan ketentuan hukum

® AP. Parlindungan, Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA, Alumni, Bandung, 1973, HIm. 40
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tertelus yakni Burgerlijk Wetboek atau yang kita kenal sampai sekarang
dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada saat
kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, berdasarkan pasal Il Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD 1945), Indosenia menyatakan
masih akan memberlakukan Burgerlijk Wetboek sampai terbentuknya
undang-undang yang baru.©

Selain memuat ketentuan pada umumnya, Burgerlijk Wetboek juga
memuat perangkat hukum tanah barat yang dapat dijumpai dalam :

a) Buku Il dengan judul hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah
b) Buku Ill, dengan judul jual-beli
¢) Buku Ill, dengan judul daluwarsalt

Alasan mengapa orang Belanda membawa hukum tanah barat tersebut
dikarenakan banyaknya orang belanda yang memerlukan tanah, baik
untuk perkebunan atau bangunan dan tempat tinggal.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdatajual beli adalah suatu perjanjian, yang mana terdapat satu pihak
sebagai penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang
dan pihak lain sebagai pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang
yang sudah disepakati sebagai imbalan dari perolahan hak milik tersebut.
Sebagaimana dalam pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

yang berbunyi :

10 Sahat HMT Sinaga, jual beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak, Pustaka Sutra,Bekasi, 2007,

Him. 11.

1 1bid, him. 12
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“jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya utuk menyerahkan suatu kebendaaan
dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah
dijanjikan.”

Dijelaskan juga dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang berbunyi :
“jual beli dianggap telah terjadi antara para pihak setelah
mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut beserta
harganya, meski kebendaan tersebut belum diserahkan dan
harganya belum dibayarkan”.

Dari pasal diata dapat disimpulkan bahwa jual beli hak atas tanah

belum berpindah, berpindahnya adalah setelah balik nama.

. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat jual beli tanaha merupakan perbuatan hukum, yang
mana pihak penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli untuk
selama-lamanya pada saat pembeli membayarkan harga yang telah
disepakati kepada penjual.

Dari pengertian diatas jelas bahwa jual beli ada sejak adanya
penyerahan barang dan pembayaran harga yang ditentukan, penyerahan
barang dan pembayaran harga itu terjadi pada saat bersamaan, sehingga
dapat dikatakan bahwa jual beli menurut hukum adat bersifat nyata,

terang, dan tunai.
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Dalam masyarakat hukum adat, jual beli hak atas tanah dilakukan
secara terang dan tunai. Terang yang artinya jual beli tersebut
dilaksanakan dihadapan kepala adat atau kepala desa. Tunai yang artinya
perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan yaitu penjual
menyerahkan barangnya ketika pembeli membayar barang tersebut
sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan kedua belah pihak yang
mana perbuatan tersebut terjadi secara bersamaan.*?

2. Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasar Hukum Tanah Nasional (Undang-

Undang Pokok Agraria)

Sejak diundangkannya Undang-undang pokok Agraria pada tanggal 24
September 1960 yang menghapuskan sistem dualisme hukum tanah di
Indonesia, yang menyebabkan pengertian jual beli tanah tidak sama lagi dengan
yang dimaksud dalam pasal 1457 dan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

Jual beli menurut hukum tanah nasional atau hukum positif adalah
pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya, yang dalam hukum adat
disebut dengan “jual lepas” dan bersifat tunai. Yang artinya setelah terjadi jual
beli maka secara bersamaan terjadilah peralihan hak atas tanah, sehingga
terputuslah hubungan antara pemilik lama dan tanah untuk selama-lamanya.

Dalam UUPA sendiri pengertian jual beli tanah hanya disebut dalam pasal

26 yakni menyangkut jual beli hak atas tanah. Dalam pasal lainnya tidak ada

12 Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, HIm, 19.
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yang menyebutkan jual beli tetapi disebut sebagai dialihkan, an artinya

menunjukan perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan ha katas

tanah kepada pihak lain baik melalui jual beli, hibah, tukar menukar, dan hibah
wasiat. Jadi, meskipun hanya disebutkan dialihkan termasuk salah satunya
adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang diakibatkan jual beli.

Walaupun pengertian jual beli tidak diterangkan secara jelas tetapi mengingat

pasal 5 UUPA disebutkan bahwa hukum tanah Nasional Kita berasal dari hukum

adat, yang artinya kita menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga hukum, dan
sistem hukum adat. Maka pengertian jual beli tanah Nasional adalah pengertian
jual beli tanah menurut hukum adat.

Tujuan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana telah
dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria adalah :

a) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional yang
merupakan alat untuk membawakan kemakmuran kebahagiaan dan keadaan
bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka mewujudkan
terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

b) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
dalam hukum pertanahan.

¢) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-
hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.*?

Pelaksanaan jual beli tanah menurut hukum tanah nasional diwajibkan untuk

memakai jasa PPAT sebagai dasar pendaftaran atau balik nama di kantor

13 Mudjiono, Politik dan Hukum Agraria, Liberty, Yogyakarta, 1997, Halaman 22
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pertanahan. Ketentuan ini merupakan sistem yang wajib untuk ditaati agar
memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Sesuai dengan pasal 1 butir
2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menetapkan PPAT sebagai
“pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta tanah tertentu”.

PPAT juga dapat membuatkan akta jual beli terhadap tanah bekas Hak Milik
Adat yang masih belum memiliki sertifikat. dan untuk membuat akta jual beli
tersebut didasarkan pada alas hak (girik, petuk c, kriketil dan lain-lain) dan
PPAT akan mencocokan alas hak tersebut dengan data yang ada pada Kantor

Kelurahan/Desa setempat.

. Masyarakat Hukum Adat
1. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Masyarakat Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dan
merupakan bagian terpenting di Indonesia yang menunjukan identitas bangsa
indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat tidak dapat dipungkiri
keadaannya sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan,
bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah
untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah
masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat,
masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang
terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.

Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama

dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.
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Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota
kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat
para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau
berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Bisadikatakan
bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu
hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan
identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang
diikat oleh kesamaan.'*

Ter Har memberikan pendapat bahwa masyarakat hukum adat adalah
kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu,
mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa
benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan
masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar
menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu
mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah
tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu
untuk selamalamanya.®

Masyarakat hukum adat memiliki hak yang cukup penting yakni terkait
dengan ruang hidupnya yaitu hak ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3
UUPA dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan

bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-

14 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2009 him. 5.
15 Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum
Adat Atas Tanah Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hal. 30.
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masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus
sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan
Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya, tercantum istilah
mengenai masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat dicetuskandan
digunakan oleh para pakar hukum yang sering difungsikan untuk keperluan
teoritik - akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang
lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang
mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.'®

Ter Har berpendapat bahwa para penduduk yang berada di kepulauan
Indonesia ada pada tingkat rakyat jelata. Terdapat perilaku hidup yang sama
dalam sebuah kelompok masyarakat yang bertingkah laku sebagai kesatuan
terhadap dunia luar. Golongan masyarakat tersebut memiliki perilaku dan
susunan yang tepat dan kekal, dan orang-orang yang berada di dalam kelompok
masyarakat tersebut menjalani kehidupannya dengan wajar, dan itu merupakan
kodrat alam, dan tidak ada satupun dari orang-orang tersebut yang berniat untuk

merubah atau membubarkan golongan tersebut. Kelompok atau golongan

16 Tagwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum
Adat(Mukim) di Provinsi Aceh”, (Disertasi Doktor [lmu Hukum, Universitas Sumatera
Utara, 2010), him. 36.
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tersebut mempunyai tata cara atau pedoman hidup sendiri dan memiliki harta
benda kekayaan. Inti dari pendapat Ter Har tersebut dapat disimpulkan bahwa
masyarakat hukum adalah:

a. Kesatuan manusia yang teratur

b. menetap di suatu daerah tertentu

C. mempunyai penguasa-penguasa

d. mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud.t’

Setiap kelompok masyarakat hukum adat, baik yang bersifat territorial
maupun genalogis atau yang bentuknya masih berupa organisasi perkumpulan
adat atau keagamaan, keluarga di perantauan dan lainnya yang diatur oleh
hukum adat atau hukum kebiasaan memiliki susunan pengurus yang menyatu
dengan kepengurusan resmi ataupun terpisah dan berdiri sendiri.'8

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pokok masyarakat
hukum adat yakni adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah
tertentu dan wewenang tertentu serta memiliki norma-norma atau aturan-

aturan adat yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tersebut.

2. Macam-macam masyarakat hukum adat di Indonesia
Di berbagai penjuru wilayah di Indonesia, masih banyak ditemukan

masyarakat hukum adat yang sampai saat ini masih memegang teguh aturan-

7 http:/lyessysca.blogspot.com/2011/06/tangkuman-hukum-adat-karangan-soerojo.html?m=1

18 prof H. Hilman Hadikusuma, SH. Pengantar 1lmu Hukum Adat Indonesia, Bandung,
penerbit mandar maju tahun 2013.
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aturan hukum peninggalan turun-temurun dari nenak moyangnya, terutama yang

berkaitan dengan hukum kekerabatan.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam masyarakat hukum adat yaitu

-19

a.

Masyarakat hukum territorial

Para ahli hukum adat pada zaman hindia belanda mengemukakan
bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum territorial adalah
masyarakat yang tetap dan teratur, yang para anggota masyarakatnya
terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitannya
dengan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan
rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. (Ter Har,
1960 : 17, Van Dijk 1954: 18)
Masyarakat hukum genalogis

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang bersifat
genalogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, diamana
para anggota masyarakatnya terikat pada suatu garis keturunan yang
sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah
maupun secara tidak langsung yang terjadi akibat pertalian
perkawinan ataupun pertalian adat. Para ahli hukum adat pada masa
hindia belanda menyatakan bahwa masyarakat yang genalogis yaitu
dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu bersifat patrilineal,

matrilineal, dan bilateral atau parental.

19 ibid, hal 108.
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C.

Masyarakat hukum territorial genelogis

Pada dasarnya masyarakat hukum territorial-genealogis adalah
kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur yang mana para anggota
masyarakatnya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu
daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam
ikatan pertalian darah atau kekerabatan. Masyarakat hukum territorial
genealogis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam bentuknya yang
asli dan dalam bentuknya yang campuran.

Masyarakat adat keagamaan

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat yang dimaksud di
atas akan terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat
keagamaan di berbagai daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat
adat keagamaan menurut kepercayaan lama, ada kesatuan masyarakat
yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang
bersifat campuran.

Dikarenakan  didalam lingkungan kemasyarakatan yang
didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya
bukan hanya warga adat kesatuan desa menurut perundangan, tetapi
merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang
dianutnya masing-masing.

Masyarakat adat di perantauan
Masyarakat adat di perantauan merupakan suatu kumpulan dari

orang-orang dari suatu masyarakat adat tertentu yang kemudian
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membentuk komunitas yang baru di daerah perantauan, dengan
maksud dan tujuan agar tetap mempertahankan eksistensi adat dan
agama asalnya.

Kumpulan atau organisasi tersebut juga seringkali bertindak
mewakili anggota-anggotanya dalam penyelesaian perselisihan antara
satu masyarakat adat dengan masyarakat adat yang lain seperti
menyelesaikan perkawinan campuran antara pria Minangkabau dan
pria lampung.

Masyarakat adat lainnya

Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari banyak kita jumpai
bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya
didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada
suatu hukum adat yang sama atau berasal dari daerah asal yang sama,
melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai
suku bangsa, agama dan Bahasa yang berbeda-beda. Kesatuan
masyarakat adat seperti ini tidak lagi terikat pada hukum adat yang
lama melainkan dalam bentuk hukum kebiasaan yang baru, yang
disebut juga hukum adat Indonesia atau hukum adat nasional. Sebagai
contoh adalah unit organisasi Dharmawanita, yang anggotanya

berasal dari berbagai daerah dan berbagai agama.
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3. Hak-hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) ebagai salah satu
landasan konstitusional masyarakat adat dikatakan bahwa "Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang".

Dalam undang-undang dasar 1945 Pasal 281 Ayat (3) yang menyangkut
identitas budaya dan hak masyarakat tradisional menyatakan bahwa “Identitas
budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan
zaman dan peradaban”. Pendekatan konstitusional terhadap Pasal 281 ayat (3)
UUD 1945 ini adalah pendekatan HAM. Hal ini nampak jelas dalam sistematika
UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28l ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab XA
tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya.
Oleh karena itu, instansi pemerintah yang paling bertanggungjawab dalam
landasan konstitusional ini adalah Kementerian Hukum dan HAM.?°

Dari pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, Dengan demikian
masyarakat hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan hak-
haknya sebagai dimuat dalam pasal-pasal tersebut.

Tabel 1

Beberapa undang-undang yang mengatur hak-hak masyarakat hukum adat

20 Kurnia Warman, Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat
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No.

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945

Menghormati identitas
budaya dan hak-hak
tradisional

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 3

pelaksanaan hak ulayat
dan hak-hak yang serupa

3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengakuan dan
perlindungan dentitas
budaya masyarakat
hukum adat, termasuk hak
atas tanah ulayat.

4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan

Mengelola kawasan hutan
berdasarkan hukum adat
dan Melakukan
pemungutan hasil hutan

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

mengakui dan
menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat
hukum adat beserta
hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup

6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005
Tentang Pengesahan
Kovenaninternasional Tentang Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Mengakui secara umum
hak-hak yang dimiliki
oleh masyarakat hukum
adat, yaitu hak untuk
tidak didiskriminasi, dan
Hak atas kebudayaan
dan hak untuk
berpartisipas

4. Hak Ulayat masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya

memiliki hubungan yang erat. Hubungan tersebut bersumber pada pandangan

masyarakat adat yang bersifat religius magis. Hubungan yang bersifat religius
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magis ini menyebabkan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai
tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-
tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-
binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum adat atas tanah itu
disebut hak ulayat, dan menurut Van Vollenhoven hak ulayat disebut dengan
beschikkingsrecht.?* Di dalam bukunya, Bushar Muhammad juga menyebutkan
bahwa terdapat empat hal yang dapat menjadi objek hak ulayat, yaitu tanah
(daratan); air (perairan seperti misalnya: sungai, danau, pantai bersama
perairannya); tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan,
pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar, dan sebagainya); dan
binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.

Hak ulayat dijumpai dihampir di penjuru wilayah indonesia. Hak ulayat
dapat dikatakan sebagai hubungan hukum kongkret dan pada asal mulanya
diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu
meninggalkan atau mewariskan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang
yang merupakan kelompok masyarakat adat tertentu. Selain diperoleh dari
warisan peninggalan leluhur bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu , hak
ulayat juga dapat tercipta atau terjadi karena pemisahan masyarakat hukum
adat dari induknya, menjadi masyarakat hukum adat yang baru dan mandiri,

dengan sebagai wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.

21 Bushar Muhammad, Pokok- Pokok Hukum Adat , Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1981, him.
103.
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Dalam bukunya, G Kertaspoetra dan kawan-kawan menegaskan mengenai
pengertian hak ulayat, yakni, hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah
yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban
pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki
oleh suatu persekutuan hukum desa dan suku, dimana para warga masyarakat
persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah,yang
pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan kepala suku atau kepala desa yang
bersangkutan.??

John Saliendo (1987 : 269-272) memeparkan beberapa ciri-ciri hak ulayat,
yaitu :

a. Kebebasan bagi masyarakat hukum adat yang berada di dalam wilayah
ulayat untuk mengolah dan mengumpulkan hasil-hasil hutan, dan
mengambil hasil dari tanah tersebut

b. Masyarakat adat dapat memberikan izin untuk menggunakan hak ulayat
kepada warga luar, dan apabila tanpa izin dapat menjadi masalah
pelanggaran

c. Dalam hal tertentu masyarakat adat diharuskan membayar rekognisi jika
hendak mengambil hasil dari tanah ulayat

d. Pengurus persekutuan masyarakat adat berwenang untuk mengatur

perolehan hak bagi warganya di wilayah hak ulayat.

22 G. Kertasapoetra, R. G Kartasapoetra, AG. Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah, Jaminan
Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta: Bina aksara,
1985, him. 88

41



Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan
mengenai pengertian hak ulayat yaitu “hak ulayat adalah kewenangan yang
menurut hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan
hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam,
termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan
kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun
temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan
wilayah yang bersangkutan”, sedangkan tanah ulayat adalah bidang tanahyang
diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.?3

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan
bahwa Kepala adat dan para tetua adat yang pada kenyataannya dan diakui
olen para warganya, melakukan kegiatansehari-hari, sebagai pengemban
tugas kewenangan masyarakat hukum adatnya. Mengelola, mengatur
peruntukannya, penguasaandan penggunaan tanah bersama tersebut.?*

Pengaturan hak ulayat untuk setiap daerah berbeda-beda, Hal ini
disebabkan karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan
hukum adat dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Keadaan
ini kemudian melahirkan keberagaman dalam Hukum Adat yang secara tidak
langsung berpengaruh bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan

hak pengusaaan atas tanah hak milik masyarakat adat.

23 pasal 1Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1999 tentangPedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
24 | bid pasal 1



Kedudukan hak ulayat tidak dapat dibilang sebagai hal yang baru, karena
hak ulayat masyarakat hukum adat sudah ada sejak lama, bahkan sudah
ada sebelum Indonesia merdeka dan bukan merupakan tanah Negara atau
tanah yang dikuasai oleh Negara yang kemudian akan diberikan kepada
masyarakat hukum adat. Terdapat banyak bukti-bukti hak tanah adat yang
dahulu dikuasai oleh pemerintah Kolonial belanda dan perusahaan-
perusahaan asing milik pemerintah Kolonial Belanda yang kemudian diambil
alih oleh Indonesia setelah kemerdekaannya dan menjadi tanah Negara, dari
keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanah ulayat tidak dapat
dimasukan dalam kriteria tanah Negara.?®

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA dapat dipahami juga bahwa hak
ulayat diakui sebagai sebagai suatu hak atas tanah tersendiri, apabila memenubhi
dua persyaratan, yaitu Hak tersebut ada , dan Pelaksanaan hak yang masih
ada tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Subjek Hak Ulayat merupakan konsep Hak Ulayat dalam Undang-Undang
seperti Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan
tentang kriteria dan penentuan masih adanya Hak Ulayat meliputi 3 unsur:

1. Adanya subjek hak ulayat

2. Adanya objek hak ulayat

3. Adanya hubungan antara subjek dan objek hak ulayat.

%5 Endi Purnomo, 2014, Pendaftaran Tanah HAk UlayatMasyarakat Hukum Adat, Indepth
Publising :Bandarlampung, him. 91.
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Dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum perjanjian, Wirjono
Projodokoro mengungkapkan bahwa terhadap tanah, ada kalanya tidak
hanya perseorangan (individu) mempunyai hak milik atas tanah,
melainkan juga suatu persekutuan desa sendiri. Dapat disimpulkan bahwa
masyarakat adat juga dapat dijadikan sebagai subjek hak ulayat karena
masyarakat adat dianggap sama dengan suku. Masyarakat adat terikat oleh
Hukum Adat, keturunan dan tempat tinggal. Keterikatan akan Hukum
Adat berarti bahwa hukum adat memang dipatuhi. Walaupun di banyak
tempat aturan yang berlaku tidak tertulis, namun diingat oleh sebagian besar

masyarakatnya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya
hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih.
Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-
masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak
kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang
menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur
wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.?

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan

diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian

% R, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung 1987, him. 5
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hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjaniji,
yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457
sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli
sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masuk
kedalam bagian buku Ketiga mengenai Perikatan. Sekalipun Buku Ketiga Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan kata Perikatan namun tidak ada
satu pasalpun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan
Perikatan. Dalam pasal 1457 memberikan pengertian jual beli yaitu:

“jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak

vang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dari pemaparan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah
suatu perjanjian bertimbal balik, yang mana pihak penjual berjanji untuk
menyerahkan hak milik atas suatu benda dan pihak pembeli berjanji untuk
memberikan sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai
imbalan atas barang tersebut. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak
penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan
sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Perjanjian jual beli dianggap
telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya para pihak telah
mencapai kata sepakat mengenai benda dan harganya tersebut, meskipun
kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458
KUHPerdata). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian
jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdata, dan jika pihak pembeli tidak

membayar harga yang sudah disepakati para pihak maka hal tersebut merupakan

suatu wanprestasi yang dapat memberikan alasan kepada pihak penjual untuk
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menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan
Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata “harga“ tersebut harus berupa sejumlah
uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut
(barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar
menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu
perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah
termaktub pengertian bahwa di satu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang.
Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi
di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan.

Setelah tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai jual beli atas
suatu barang dan harganya walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun
pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian jual beli, hal ini
disebut dengan asas konsensualitas. Asas konsensualitas ini telah diatur dalam
pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah
mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun
barang belum diserahkan dan harga belum dibayar”.

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa asas konsensualitas mengandung
makna yang berarti para pihak telah mencapai suatu kesepakatan. Yang artinya
apa yang telah disepakati para pihak telah tercapai suatu keselarasan pendapat,
yang kemudian dari persamaan kehendak tersebut tercapai kata
sepakat.Ccontoh pihak penjual sebagai bermaksud untuk melepaskan hak
milik atas suatu barang \ setelah mendapatkan sejumlah uang dari pembeli

sebagai imbalannya. Begitu pula pembeli yang telah menghendaki hak milik

atas suatu benda tersebut wajib untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan
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kesepakatan para pihak kepada penjual sebagai pemegang hak milik
sebelumnya.

Suatu perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik apabila para
pihak memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan
tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian tersebut tidak
terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah
satu pihak. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian jual beli tidak dapat
memenuhi kewajibannya maka hal tersebut dikatakan sebagai wanprestasi,
tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang
telah melaksanakan kewajibannya namun tidak dapat menikmati manfaat dari
hal yang sudah di laksanakannya. Dalam putusan mahkamah agung nomor No.
70HK/Sip/1972 menyatakan bahwa jika salah satu pihak melakukan wanprestasi
karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli,maka pihak yang
dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli.

Dengan adanya suatu wanprestasi maka akan menimbulkan suatu sanksi bagi
salah satu pihak yang lalai. Ada empat macam sanksi atau akibat hukum bagi salah
satu pihak yang wanprestasi, yaitu :.Membayar ganti kerugian, Pembatalan
perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, Peralihan resiko sejak saat
terjadinya wanprestasi, dan Pembayaran biaya perkara apabila diperkirakan

dimuka hakim.%’

27 P.N.H Simanjutak, “Pokok Hukum Perdata Indonesia”, Jakarta, Djambatan, 1999, hlm 341.
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2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli

Hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak

pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Begitu pula

hak dari pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual

dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kewajiban yang timbul darisuatu

perikatan baik dari perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang

lahir dari Undang-Undang disebut juga kewajiban hukum. Kewajiban penjual

dapat dilihat dalam pasal 1474 KUHPerdata.

a) Kewajiban Penjual:

1)

2)

3)

Menyerahkan hak milik atas barang yang yang telah disepakati.
Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan
barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli.
KUHPerdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda
tidakbergerak dan benda tidak bertubuh.

Penyerahan Benda Bergerak Penyerahan benda bergerak terdapat dalam
Pasal 612 KUHPerdata yang menyatakan “penyerahan benda bergerak
kecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata
akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan
penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu
berada.

Penyerahan Benda Tidak Bergerak Penyerahan atau penunjukan barang
tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan

dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 616-620 KUHPerdata yang
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menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan

dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT

sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.

4) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh Diatur dalam Pasal 613
KUHPerdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama
dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus
diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya.

b) Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga barang yang
telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pembeli wajib menyelesaikan
pelunasan harga barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang.
Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Pasal 1513
KUHPerdata sebagai Pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli
membayar harga barang yang dibeli.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa terdapat dua kewajiban
pokok pembeli yakni menerima barang-barang dan membayar harganya
sesuai dengan perjanjian yang mana jumlah pembayaran biasanya
ditetapkan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak.?®

Dalam pasal 1516 KUHPerdata menjelaskan mengenai kewajiban
pembeli, yakni Jika si pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu

tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta

28 Abdul Kadir Muhamad, 2014. Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung. HIm.
86
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kembali barangnnya, atau jika si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut
untuk berkhawatir bahwa ia akan di ganggu dalam penguasaannya, maka ia
dapat menangguhkaan pembayaran harga pembelian, hingga si penjual telah
menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika si penjual memilih
memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli
diwajibkan membayar biarpun segala gangguan”.

Pasal 1513 mengatur kewajiban pembeli agar membayar harga barang
yang dibeli, pasal 1534 KUHPerdata benyebutkan bahwa “Kewajiban
utama pembeli adalah untuk membayar harga pembelian pada waktu dan

di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan antara para pihak

3. Syarat Sahnya Jual Beli

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama
halnya dengan syarat sahnya perjanjian. Suatu perjanjian yang sah yakni
perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang.
Perjanjian tersebut diakui sah Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata,
sayarat-sayarat sah perjanjian:%°
a. Adanya persetujuan kehendak

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai

pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga

2 Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Cetakan Ke-111. Bandung. PT. Citra
Aditya Bakti. HIm: 225



dikehendaki oleh pihak lainya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi dalam
proses perundingan.

Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan,
pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek
perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainya menyatakan juga
kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan yang
mantap bagi kedua pihak.

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun
tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak.
Juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan tidak
ada penipuan.

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang
akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan
perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur
21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang yang tidak
cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

1) Orang-orang yang belum dewasa;
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan
3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang,

dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang
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membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan initelah dicabut oleh Surat

Edaran Mahkamah Agung)

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang
telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak
dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak
yang terkait dengan perjanjian tersebut.

c. Ada suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib
dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi
pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan
hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian,
atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat
dilaksanakan, maka perjanjian itu batal.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang
untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdata Pasal 1335 disebutkan bahwa
”suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang
palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Tapi dalam Pasal 1336 KUH
Perdata disebutkan “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang
halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjianya
namun demikian adalah sah”. Sebab yang halal menurut Pasal 1337
KUHPerdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak

berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.
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Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena
mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian,
sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena
mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang

dilakukan itu.%°

4. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli
Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya biasanya
terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perikatan atau perjanjian
terdapat beberapa asas, secara umum asas-asas dalam perjanjian ada lima yaitu:
a. Asas kebebasan berkontrak
Dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menjelaskan mengenai asas kebebasan berkontrak yang berbunyi
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak
adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak
untuk:
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan

d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

30 Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan ke 6, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hal.17.
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Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang
bebas untuk membuat sebuah perjanjian selama perjanjian itu
memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1)
KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat
sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah
pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian
pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan
adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah
persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua
belah pihak.

Asas konsensualisme adalah dasar dari suatu yang dilahirkan
sejak awal tercapainya suatu kesepakatan. Dengan kata lain bahwa
perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan
tidaklah diperlukan sesuatu formalitas tertentu, kecuali untuk
perjanjian yang memang oleh undang-undang dipersyaratkan suatu

formalitas tertentu.®!

31 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh setyo, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan
Hukum Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.81.
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c. Asas itikad baik

Dalam hukum perjanjian, asas itikad baik dapat dibagi menjadi 2

(dua), yaitu :

1

Itikad baik yang bersifat objektif, yaitu lebih mengutamakan
kepatuhan dari perjanjian itu sendiri, hal ini dapat di lihat dalam
Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi: “suatu perjanjian
harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik”. Asas iktikad baik
menghendaki bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan
jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan
kesusilaan. Asas ini adalah salah satu poin terpenting dalam
hukum perjanjian.®?

Itikad baik bersifat subjektif, yaitu ditentukan dengan sikap batin
seseorang pada saat melakukan hubungan hukum yang sah yakni
dengan kejujuran. Dengan cara mengira-ngira bahwa segala
persyaratab yang diminta oleh undang-undang untuk lahirnya
suatu perjanjian yang sah telah terpenuhi. yang tahu seseorang
telah mampu melakukan hubungan hukum adalah yang dirinya
sendiri yang mana pihak lawan juga harus berhati-hati. Untuk
mendeteksi kejujuran dalam perjanjian adalah perjanjian yang
timbul dari kesepakatan yang diperoleh tidak karena paksaan,

penipuan, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan.

32 ibid him 87
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D. Jual Beli Hak AtasTanah
1. Pengertian Jual Beli Hak Atas Tanah

Berdasarkan KUHPerdata pasal 1457, Jual beli yang dianut di dalam
Hukum Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual
belibaru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak,
ataudengan perkataan lain jual beli yang dianut Hukum Perdata
belummemindahkan hak milikadapun hak milik baru berpindah dengan
dilakukanpenyerahan atau levering.®® Sedangkan dalam Dalam Pasal 1458 hal
jual beli benda tidak bergerak jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah
belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Untuk pemindahan hak itu
masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain berupa penyerahan yang caranya
ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi.

Pengertian jual beli hak atas tanah setelah berlakunya UUPA merupakan
perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya yang bersifat tunai dan
selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan dari UUPA yaitu PP No.

24 Tahun 1997, yang menentukan bahwa jual beli hak atas tanah harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.

Jual beli tanah dalam hukum Tanah Nasional melandaskan pada Hukum

Adat. Peralihan hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 37 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24

33 Soedharyo Soimin,Status Hak Dan Pembebasan Tanah, (Jakarta: Sinar
Grafika,2004),hIm.86
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Tahun 1997) dapat dilakukan dengan perbuatan hukum  seperti jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan kedalam perusahaan dan perbuatan
hukum lainnya yang dibuktikan dengan pembuatan akta yang dibuat
dihadapan pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagai ketentuan formalnya
atau mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta peralihan hak atas tanah
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 dan Peraturan Menteri
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas

Tanah

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang
menjelaskan pengertian perjanjian yaitu sebagai berikut “perjanjian merupakan
perbuatan yang mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau
lebih.

Terjadinya pengikatan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum yakni
timbulnya hak dan kewajiban kepada kepada para pihak yang telah mengikatkan
diri. Kewajiban yang dimaksud merupakan pemenuhan prestasi dari satu pihak
kepada pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut. Dalam sebuah perjanjian
terdapat dua pihak atau lebih, pihak yang wajib melakukan prestasi disebut
dengan debitur, dan pihak yang wajib menerima suatu prestasi disebut dengan
kreditur. Hal tersebut sama dalam perjanjian jual beli tanah, yang mana para

pihak telah mengikat satu sama lain yang mengakibatkan timbulnya hak dan
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kewajiban penjual dan pembeli. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam
jual beli tanah yaitu :34
e Hak Penjual :

a. Hak menetapkan harga barang yang akan dijualnya

b. Menerima pembayaran atas tanah sesuai harga yang telah disepakati para
pihak.

e Hak Pembeli :

a. Menerima tanah yang telah dibeli baik secara nyata maupun secara
yuridis

b. Apabila terdapat cacat tersembunyi maka pembeli berhak
mengembalikan harga dan menuntut ganti rugi biaya yang telah
dikeluarkan pembeli dalam rangka pemenuhan prestasi.

c. Hak pembeli apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penjual
yaitu menuntut pemenuhan perikatan, memutuskan perikatan apabila
perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan,
dan pemutusan perikatan dengan ganti rugi.

e Kewajiban penjual:

Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barangnya maka penjual
wajib mengembalikan harga yang dibayar oleh pembeli dan mengganti biaya
yang dikeluarkan oleh pembeli. Dalam pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan

tiga prinsip kewajiban penjual yaitu:

34 Lumempouw, Felly Y. S. "Kedudukan Hukum Pihak Pembeli terhadap Pihak Penjual yang
Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-
undang Hukum Perdata." Lex Crimen, vol. 5, no. 4, 2017.
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a. memelihara benda yang akan diserahkan kepada pembeli saat melakukan
penyerahan
b. Menyerahkan benda yang dijual pada saat yang telah ditentukan

¢. Menanggung kebendaan yang dijual

E. Tinjauan Mengenai Notaris dan PPAT
1. Pengertian Notaris

Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk
mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan
sebagainya. Gandrasubrata menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum
yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat.*

Di Negara Anglo Saxon, Notaris hanya menjadi legislator saja dari tanda
tangan mereka yang membuat perjanjian, sedangkan perjanjiannya sendiri dibuat
oleh pengacara. Sedangkan bila ditinjau dari hukum Indonesia yaitu hukum
kontinental Notaris yaitu sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang
hukum pembuktian sangat dibutuhkan dan harus ada untuk melayani permintaan
dan keinginan masyarakat. Apabila Notaris melanggar ketentuan yang telah
tertera di UUJN maka diancam akan kehilangan jabatannya dan tidak

diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka.3®

35 H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, Renungan Hukum, IKAHI Cabang Mahkamah Agung Rl,
Jakarta, hal.484.

36 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua,
Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010hIm.286.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan
pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang tidak dikecualikan
kepada pejabat lain. Pejabat lain yang dimaksud adalah Pegawai Catatan Sipil,
PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh
Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan
dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum agar akta tersebut memiliki kekuatan
hukum yang tetap. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan penuangan dan
keinginan dari kedua belah pihak yang hadir dihadapan Notaris untuk
menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik.

2. Kewenangan, Kewajiban dan larangan Notaris

Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
jabatan Notaris, Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang sudah diharuskan
oleh Undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan
untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu
sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat yang lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, menyatakan bahwa Notaris adalah
pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat
menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam

pasal ini yang dimaksud “Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan
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dengan alasan tertentu” yaitu apabila hal yang menyebabkan notaris tidak
berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris yang
bersangkutan atau suami/istri, salah satu pihak tidak memiliki kemampuan untuk
bertindak atau melakukan perbuatan hukum, dan hal lain yang tidak
diperbolehkan oleh Undang-undang. Namun dalam prakteknya sehari-hari
ditemukan alasan lain yang mengakibatkan Notaris itu menolak untuk
memberikan jasanya. Maka dari itu apabila Notaris ingin menolak memberikan
jasanya, maka notaris tersebut harus menolak berdasarkan arti hukum, dan alasan
yang jelas dan tegas agar para pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Dalam pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilaksanakan
apabila para pihak yang bersangkutan menghendaki untuk tidak dibacakan
apabila para pihak telah membacanya sendiri. Namun apabila para pihak tidak
berkehendak seperti itu maka notaris memiliki kewajiban untuk membacakannya
dihadapan para pihak yang kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan
notaris seperti yang telah dituliskan dalam pasal 44 ayat (1) UUJN. Dan apabila
pasal ini dilanggar maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian di
bawah tangan, dan para pihak dapat meminta ganti rugi dan bunga kepada Notaris
apabila para pihak mengalami kerugian akibat akta teresebut. (Pasal 44 ayat (5)
UUJN).

Selain kewajiban yang ditulis di atas, notaris masih memiliki kewajiban lain
yang berhubungan dengan sumpah janji Notaris yang bersumpah bahwa akan
merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh selama melaksanakan

jabatan notaris kecuali diperintahkan oleh Undang-undang. Dapat disimpulkan
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bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk
membuka rahasia isi dari akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui
oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini
dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.

3. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah
(UUHT), menyatakan bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut
PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta
pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan Hak Tanggungan, dan akta
pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta
perjanjian-perjanjian yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah,
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam
uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.*’

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa yang dimaksud dengan
PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta
otentik tentang perbuatan hukum teretentu mengenai hak atas tanah atau hak

milik atas satuan rumah susun.

37 Effendi Peranginangin, 2007, Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang
Praktisi Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hal. 436.
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4. Tugas Pokok, Wewenang dan Kewajiban PPAT

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa

PPAT bertugas pokok untuk melaksanakan sebagian pendaftaran tanah dengan

membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu

mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang dijadikan

dasar sebagai pendaftaran perubahan nama pemilik hak atas tanah atau balik

nama.

Pejabat pembuat akta tanah mempunyai kewajiban untuk mengirimkan

laporan akta PPAT setiap awal bulan kepada BPN provinsi atau daerah, kepala

perpajakan, kantor pajak bumi dan bangunan. Selain itu PPAT berkewajiban

untuk membuat daftar akta dan menjilid derta warkah pendukung akta. Pejabat

Pembuat Akta Tanah memiliki kewajiban sebagai berikut:

1

Menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT
Menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuat kepada kantor
pertanahan paling lambat 10 bulan berikutnya

Membebaskan jasa uang kepada orang yang kurang mampu

Berkantor hanya dalam satu daerah

Menjalankan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah jabatan
Sebelum membuat akta mengenai suatu perbuatan hukum, PPAT wajib
memeriksa kesesuaian dan kabsahan sertifikat dan catatan lain pada kantor

pertanahan setempan dengan menjelaskan maksud dan tujuannya.
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8. PPAT wajib membuat daftar akta dalam satu buku daftar akta yang dibuatnya,
yang didalamnya dicantumkan nomor urut semua akta yang dibuat serta data
lain yang berkaitan dengan pembuatan akta, dengan kolom yang sesuai
dengan lampiran IX.

9. Bagi PPAT yang merangkap jabatan wajub melakukan permohonan berhenti
kepada kepala pertanahan.

Perbuatan hukum yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor

37 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

a. Jual beli

b. Tukar menukar

c. Hibah

d. Pemasukan dalam perusahaan (inberg)

e. Pembagian hak bersama

f. Pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik
g. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan

h. Pemberian hak tanggungan.
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BAB Il

PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH PADA MASYARAKAT

ADAT SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA

A. Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Pada Masyarakat Adat Sentani

Masyarakat adat sentani merupakan masyarakat adat yang masih menggunakan
sistem hukum adatnya hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan jual
beli hak atas tanah pada masyarakat adat sentani dalam prosesnya hampir sama
dengan jual beli tanah dibawah tangan yang mana pembuktiannya hanya dengan
selembar kwitansi, surat sporadik dan surat pelepasan adat sebagai alat bukti telah
terjadi perjanjian jual beli.

Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008
Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga
Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah yang menyatakan bahwa pemerintah
mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat serta hak perorangan
masyarakat hukum adat atas tanah, maka berdasar keputusan Bupati dan Gubernur
yang menetapkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan
masyarakat hukum adat atas tanah masih ada, maka dari itu pengelolahan hak ulayat
masyarakat hukum adat atau hak perorangan masyarakat hukum adat atas tanah
masih sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang
bersangkutan. Namun dalam Peraturan Daerah tersebut tidak dijelaskan mengenai
pemindahan hak atas tanah adat melalui jual beli.

Di Sentani dikenal dengan yang namanya Ondoafi, Ondoafi adalah ketua adat

sekaligus tuan tanah yang memiliki pengaruh besar pada tanah adatnya, Mereka
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akan bertanggung jawab penuh dalam kelangsungan hidup masyarakat adatnya.
Selain itu hak-hak secara khusus ini dapat dilihat dari adanya hak kepemilikan tanah
adat yang diberikan dan diturunkan secara langsung kepada mereka dari nenek
moyang mereka, Kepala adat dan para tetua adat yang dihormati dan diakui oleh
para warganya, melakukan Kkegiatansehari-hari sebagai pengemban tugas
kewenangan masyarakat adat dan berkewajiban menegakkan hukum adatnya,
sekaligus Mengelola, mengatur kepemilikannya atau kepenguasaannya dan
penggunaan tanah bersama tersebut. selain itu para Ondoafi juga bertanggung
jawab pada marganya dalam hubungannya dengan adat istiadat, perkawinan,
pendidikan dan bidang vital lainnya. Masyarakat adat Sentani menganut sistem
kekerabatan patrilineal, hal ini yang menyebabkan kaum pria lah yang mempunyai
hak-hak khusus, salah satu hak khusus tersebut yakni menjadi Ondoafi atau ketua
adat.

Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman, banyak proyek-proyek
pembangunan di kota sentani yang meningkatkan kecenderungan untuk
kepemilikan tanah salah satunya seperti pembuatan landasan pacu bandara, dan
masih banyak lagi yang membutuhkan tanah baik itu untuk usaha peorangan
maupun pembangunan oleh pemerintah, namun ada beberapa Ondoafi yang
menolak untuk menjual tanah adat mereka diluar dari masyarakat adat dengan
alasan melestarikan peninggalan leluhur mereka, namun tidak sedikit juga yang
menjual tanah adat mereka kepada perorangan maupun pemerintah dengan alasan

yang berbeda-beda.

66



Dalam kegiatan peralihan hak atas tanah, sering dijumpai dilakukan dengan cara
pemindahan hak. Pemindahan hak dalam hal ini artinya dilakukan melalui kegiatan
jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan melalui sebuah proses
pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dengan
menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Kegiatan jual beli di bidang
ekonomi dan usaha dianggap sebagai bagian terpenting karena berhubungan
langsung dengan konsumen, secara terminologi kegiatan jual beli diartikan sebagai
transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.3®

Menurut hukum adat jual beli hak atas tanah merupakan perbuatan pemindahan
hak atas tanah yang harus bersifat terang dan tunai, terang yang berarti perjanjian
jual beli tersebut dilakukan dihadapan ketua adat yang mana ketua adat berperan
sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas sah atau tidaknya perjanjian jual beli
tersebut beserta pemindahan haknya sehingga diketahui oleh umum. Tunai yang
berarti harga atas tanah tersebut dibayar secara langsung.3®

Masih dalam bukunya yang sama, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam
hukum adat jual beli tanah dimasukan dalam hukum benda, khususnya hukum
benda tetap bukannya hukum perikatan hal ini dikarenakan para pihak tidak
diwajibkan melaksanakan perjanjian jual beli tersebut, dan jual beli tanah menurut
hukum adat tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang ada hanya memindahkan

hak dan kewajiban atas tanah tersebut.

3 Yudha Tri Dharma Iswara dan I Ketut Markeling, 2016, “Kekuatan Pembuktian Surat Di
Bawah Tangan Dalam Akta Perjanjian Jual Beli”, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum
Universitas Udayana, Denpasar, h.5.

% Soerjo Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali pres, Jakarta, 1981, him. 211

67



Di dalam hukum adat sistem yang dipakai berkaitan dengan jual beli hak atas
tanah dikenal dengan yang namanya jual lepas yang bersifat terang dan tunai. Yang
artinya peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan di hadapan kepala adat dan
dilakukan secara bersamaan dengan pembayaran harga, dianggap lunas walaupun
baru dibayar uang muka atau setengah oleh pembeli kepada penjual.

Jual beli sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
masuk kedalam bagian buku Ketiga mengenai Perikatan. Sekalipun Buku Ketiga
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan kata Perikatan namun tidak
ada satu pasalpun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan
Perikatan. Dalam pasal 1457 memberikan pengertian jual beli yaitu:

“jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang
lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dalam bukunya Efendi Parangin menjelaskan bahwa jual beli hak atas tanah
adalah “Perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya dari
pihak penjual kepada pihak pembeli yang pada saat itu juga langsung menyerahkan
harganya kepada pembeli”.*°

Pada umumnya tanah-tanah yang berada di sentani merupakan tanah adat yang
tunduk dan dikuasai oleh persekutuan masyarakat adat sentani, dalam
perkembangannya beberapa dari tanah adat yang dikuasai masyarakat adat sentani
tersebut lepas dari penguasaan dan peraturan-peraturan adat yang biasanya

disebabkan oleh jual-beli.

40 Effendi Perangin, 1986, Hukum Agraria di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, h. 13.
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Dalam praktik jual beli tanah pada masyarakat adat sentani, ada bebeapa cara
jual beli hak atas tanah yakni dengan cara jual beli tanah berdasarkan sistem hukum
adat, yaitu dengan akta dibawah tangan dilakukan dihadapan Kepala Persekutuan
hukum adat, dihadapan (Notaris/PPAT), dengan cara lisan diketahui oleh para
keluarga dan tetua adat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa
masyarakat adat sentani masih menggunakan cara lisan atau dengan akta dibawah
tangan dalam perjanjian jual beli tanahnya, yaitu yang pertama adalah karena faktor
sosial budaya yang mana sebagian besar masyarakat adat sentani masih patuhpada
hukum adat mereka, yang kedua proses yang cepat, mudah dan berbiaya murah,
dan menganggap bahwa telah sah apabila telah diketahui oleh para tetua adat.

Kegiatan jual beli hak atas tanah adat masyarakat adat sentani berlangsung
dengan akta dibawah tangan yang ditulis diatas kertas maupun berbentuk kwitansi.
Hal ini dikarenakan masyarakat adat sentani termasuk masyarakat yang sampai saat
ini masih menggunakan aturan hukum adat yang berlaku. Menurut hukum adat ada
tiga unsur jual beli yakni terang, tunai, dan riil. Hal ini dapat dilihat dari cara
transaksi masyarakat adat sentani yang masih melakukan praktek jual beli tanah
dibawah tangan. Dalam hal ini yang dimaksud dibawah tangan yakni perjanjian jual
beli tanah dalam hukum adat yang mana perbuatan hukum yang dilakukan berupa
pemindahan hak atas tanah melalui pembayaran tunai maupun dilakukan atas dasar
kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli) yang dihadiri oleh para tetua adat
dan kepala adat ondoafi.

Dalam ketentuan pasal 1459 KUHPerdata menyatakan bahwa:
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“hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli
selama penyerahaanya belum dilakukan.

Berdasarkan isi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian
jual beli dibawah tangan itu hanya bersifat obligatoir yang artinya jual beli itu
belum memindahkan hak miliknya kepada pihak lain, dan baru memberikan hak
dan kewajiban kepada kedua belah pihak yakni memberikan kepada si pembeli hak
untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual. Dalam
pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah. Dari kesimpulan di atas maka kekuatan
mengikat perjanjian dibawah tangan tersebut adalah peralihan hak atas tanah nya
tidak terjadi sementara perjanjiannya tetap sah. Hal tersebut perjanjian jual beli
dikatakan sah apabila sudah adanya akta otentik yang dibuat oleh PPAT.

Namun hukum adat tidak mengenal yang namanya obligatoir seperti hukum
barat, dalam hukum adat jual beli pada hakekatnya bukan hanya persetujuan antara
kedua belah pihak akan tetapi berupa penyerahan antara penjual kepada pembeli
dengan tujuan memindahkan hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli. Hal
ini dikarenakan menurut hukum adat jual beli tersebut sudah sah apabiladilakukan
secara nyata, terang, dan tunai. Sedangkan menurut hukum barat sifat jual beli
tersebut harus lebih merinci.

Masyarakat adat sentani mengenal yang namanya pemindahan hak atas tanah
melalui perjanjian jual beli. Dalam melakukan perjanjian jual belinya masyarakat
adat sentani masih menggunakan ketentuan adatnya yang mana jual beli tersebut
dilakukan secara lisan yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh

para masyarakat adat dihadapan ketua adat.
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Ketua adat dalam masyarakat adat sentani biasa disebut dengan Ondoafi yakni
tokoh masyarakat yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat adat untuk yang
berwenang menentukan hal-hal apa saja terkait hubungan hukum dan perbuatan
hukum yang menyangkut dengan tanah wilayahnya. Hal tersebut tertulis dalam
pasal 15 Perda Jayapura No. 8 Tahun 2016 tentang kampung adat yang diberikan
fungsionaris sebagai pemerintahan adat. Maka dari itu peran Ondoafi/Ketua adat
ini sangat penting dalam perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat, karena
memiliki kuasa untuk memutuskan tanah tersebut dapat dijual atau tidak dengan
melihat fungsi dari penggunaan tanah adat tersebut selama tidak bertentangan
dengan norma-norma yang ada pada masyarakat, dan ondoafi berwenang untuk
mengeluarkan surat pelepasan adat, yang mana surat pelepasan adat ini sebagai alat
bukti yang kuat dan mempunyai fungsi yang sangat penting pada jual beli tanah
menurut hukum adat.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan
masyarakat adat dalam hal ini pelepasan adat untuk kepentingan pembangunan,
tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Provinsi Papua yang menegaskan bahwa mengakui hak kepemilikan
masyarakat adat yang harus dilindungi dan dihormati.

Untuk lebih memperjelas proses jual beli hak atas tanah masyarakat adat sentani

maka dari itu penulis akan menguraikan proses tersebut dibawah ini:*!

41 Hasil Wawancara dengan Bapak Fabian Ibo, selaku masyarakat adat Sentani
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Yang pertama pembeli mencari tanah yang akan dibeli dan mencari persekutuan
masyarakat hukum adat yang berhak atas tanah tersebut, lalu setelah menemukan
pihak yang ingin menjualkan tanahnya maka pembeli mendatanginya dan
mengutarakan maksud dan tujuan pembeli yaitu ingin membeli tanah tersebut.
Setelah proses negosiasi antara penjual dan pembeli menemukan hasil maka penjual
selaku masyarakat adat akan memanggil para persekutuan masyarakat adat beserta
ketua adat/ondoafi dan melakukan musyawarah yang mana musyawarah tersebut
harus dihadiri oleh para tetua adat dan masyarakat adat itu sendiri. Apabila ada
salah satu ondoafi yang tidak hadir maka musyawarah tersebut dibatalkan. Dalam
musyawarah tersebut biasanya ketua adat akan memastikan bahwa tanah tersebut
benar milik penjual dan telah disetujui oleh para masyarakat adat yang berhak
secara kolektif maupun individu atas tanah tersebut. Ketua adat/ondoafi ini lah yang
berhak untuk memutuskan bahwa tanah tersebut boleh dijual atau tidak. Setelah
musyawarah selesai maka ondoafi akan mengeluarkan surat pernyataan pelepasan
adat.

Yang kedua setelah terjadi transaksi jual beli maka kemudian pembeli akan
menerima yang namanya surat pelepasan hak atas tanah adat, yang mana surat
pelepasan adat ini dibuat langsung oleh ondoafi dan disaksikan langsung oleh para
masyarakat adat dan para persekutuan masyarakat adat lainnya. pelepasan ada ini
mempertegas beralihnya hak milik tanah dari penjual ke pembeli. Surat pelepasan
adat ini dijadikan sebagai bukti telah beralihnya hak atas tanah tersebut agar
menghindari konflik ke depenannya. Surat pelepasan hak atas tanah adat yang

ditandatangani oleh ondoafi/ketua adat itu dinilai sah karena ondoafi berperan
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sebagai pemerintahan kampung adat yang mana telah diatur dalam Pasal 15 Perda
Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat yang menyatakan bahwa
ondoafi sebagai pemerintahan kampung adat yang diwariskan secara turun temurun
sebagai fungsionaris pemerintahan adat, yang salah satu bidang fungsionarisnya
adalah mengenai masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Proses
pengalihan hak atas tanah yang sah menurut hukum adat masyarakat sentani apabila
dihadiri oleh lima kepala suku dan masyarakat adat dan hasil dari musyawarah itu
membahas mengenai asal mula kepemilikan tanah tersebut dan memastikan pemilik
tanah yang sah agar kedepannya tidak ada pengakuan yang tumpang tindih oleh
suku lain yang mana hal tersebut dapat menimbulkan konflik.

Yang ketiga setelah transaksi jual beli dan pelepasan adat telah selesai
dilaksanakan maka ada baiknya tanah tersebut langsung didaftarkan ke Badan
Pertanahan Nasional dengan membawa surat pelepasan adat dan syarat-syarat
lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan administratif agar mendapatkan
kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sahnya perjanjian jual
beli berdasarkan hukum adat masyarakat sentani yaitu harus mendapat persetujuan
dari Ondoafi/ketua adat yang berwenang atas tanah tersebut, dan dihadiri oleh para
saksi yaitu para masyarakat adat, selain itu perjanjian jual beli tersebut harus
disahkan oleh Dewan Adat Suku Sentani, yang mana memiliki fungsi yaitu
menggelar persidangan adat untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah

dengan cara negosiasi, dan mediasi. Putusan yang diambil oleh Dewan Adat harus
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dipatuhi oleh para pihak yang bersangkutan dan atas dasar pemerintahan adat yang
sesuai dengan hukum adat.

Dikarenakan tanah adat masyarakat sentani sebagian besar belum bersertifikat
karena belum didaftarkan maka dari itu untuk menghindari konflik yang terjadi ke
depannya akibat peralihan hak atas tanah sebagai kekuatan pembuktian maka ada
baiknya bagi pembeli untuk memastikan bahwa tanah adat tersebut telah memiliki
sertifikat sporadik, yang mana sertifikat sporadik ini adalah sertifikat yang
menegaskan hak kepemilikan atas tanah tersebut bahwa saja memang hak tersebut
adalah milik masyarakat adat, sertifikat sporadik ini dikeluarkan oleh dewan adat
masyarakat sentani dan disahkan oleh kepala kelurahan. Apabila kedepannya
terjadi konflik akibat perjanjian jual beli ini maka akan diselesaikan dengan cara
kekeluargaan dengan musyawarah jika masih belim menemui titik terang maka
sebelum dibawa ke pengadilan negeri akan diadakan sidang adat terlebih dahulu
oleh Dewan Adat Suku Sentani (DASS), apabila masih tidak terjadi kesepakatan
maka dilanjutkan dengan laporan polisi yang kemudian dilanjutkan ke pengadilan
negeri jayapura.

Setiap transaksi jual beli tanah secara adat harus dilakukan dihadapan kepala
adat, Surjono Wignjodipuro berpendapat bahwa, apabila transaksi jual beli tanah
dilakukan tanpa sepengetahuan ketua adat, maka transaksi tersebut tidak diakui

oleh hukum adat dan oleh sebab itu pihak ketiga tidak terikat olehnya, dan penerima
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tanah tidak diakui sebagai pemilik hak atas tanah yang sah, karena perbuatan
demikian dianggap perbuatan yang tidak terang.*?

Proses perjanjian jual beli hak atas tanah adat yang telah penulis uraikan diatas
dapat disimpulkan bahwa proses tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian
dalam pasal 1320. Dan juga dalam Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 502
KUHPerdata yang mana tanah dikategorikan sebagai benda tidak bergerak, maka
dari itu ketika terjadi perjanjian jual beli tanah yang berpindah bukan objeknya
melainkan hak milik tanah tersebut. KUHPerdata telah mengatur ketentuan dalam
perjanjian jual beli yang juga berlaku untuk jual beli tanah. Dalam pasal 1458
KUHPerdata menegaskan bahwa jual beli itu dianggap sah telah terjadi antara para
pihak setelah para pihak mencapai kesepakatan tentang barang tersebut yang
tentunya beserta harganya, meski barang tersebut belum diserahkan oleh penjual
dan belum dibayar oleh pembeli.

Konsekuensi yang dapat timbul akibat perbuatan peralihan hak atas tanah
melalui jual beli secara adat yaitu masalah perlindungan hukum bagi pemegangnya
atau pembeli apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 37 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menghendaki
adanya akta PPAT sebagai syarat mutlak untuk keperluan pendaftaran dan
perolehan sertifikat.

Oleh sebab itu, maka dalam suatu kegiatan jual beli tanah yang dilakukan tanpa

akta otentik, tetapi telah memenuhi syarat-syarat yang bersifat materil, maka jual

42 Surjono Wignjodipuro, Pengantar Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1982,
him. 208.
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beli tersebut sah-sah saja, yang artinya jual beli tersebut mengakibatkan beralihnya

hak kepada pembeli. Jual beli tanah secara hukum nasional dengan dibuatkannya

akta jual beli oleh Notaris PPAT vyaitu sebagai pembuktian bahwa pembeli telah

menjadi pemilik.

Proses perjanjian jual beli hak atas tanah secara hukum adat memang jauh

berbeda dengan jual beli hak atas tanah secara umum. Perjanjian jual beli

masyarakat adat sentani dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang harus

memenuhi tiga unsur yaitu:

a.

Dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak agar
dapat memenuhi asas konsensualitas yaitu persetujuan antara penjual dan
pembeli mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan.

Harus bersifat terang, yakni perbuatan hukum perjanjian jual beli tersebut
dilaksanakan di hadapan ketua Adat atau Kepala Desa dan objek jual belinya
nyata. Tunai, berarti pemindahan hak atas tanah dilakukan bersamaan dengan
pembayaran harga dari penjual.

Bersifat rill atau nyata, yakni pembayaran bersifat tunai dan dapat dilihat, harus
dibayar penuh pada saat dilakukan transaksi jual beli, bersifat riil menurut
putusan mahkamah agung nomor 271K/Sip/1957 adalah dengan mengucap
kalimat dari mulut saja belum lah terjadi transaksi. Tetapi dalam hal sudah
terjadi penulisan dalam kontrak jual beli di muka kepala kampung atau kepala
adat dan harga barang telah diterima oleh penjual, dinyatakan oleh penjual secara
riil pelaksanaan dimaksudkan untuk memindahkan hak miliknya kepada

pembeli.
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Bila dilihat dari jual beli hak atas tanah menurut hukum nasional yang mana

bersumber dari hukum adat harus memenuhi tiga sifat yaitu:

a.

Bersifat tunai, yang artinya pembeli harus membayar harga secara tunai sesuai
dengan harga yang telah disepakati para pihak.

Harus bersifat terang, yang artinya pemindahan hak atas tanah tersebut harus
dilaksanakan dihadapan PPAT yang berwenang

Bersifat rill atau nyata, yang artinya setelah ditandatanganinya akta pemindahan
hak atas tanah tersebut, maka akta tersebut akan menjadi bukti yang nyata dan
sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tersebut.

Hasil penelitian yang penulis buat terdapat beberapa faktor mengapa masyarakat

adat sentani masih menggunakan hukum adatnya dalam perjanjian jual beli hak atas

tanah, yaitu:

a

Faktor budaya yang mana masih menggunakan hukum adatnya dan terlebih
hukum adat tersebut diakui oleh pemerintah setempat dan proses jual belinya
dinilai sah

Surat-surat tanah yang tidak lengkap, seperti yang sudah penulis uraikan di atas
bahwa tanah adat yang dikuasai masyarakat adat sentani sebagian besar tidak
bersertifikat dikarenakan tanah tersebut berasal dari warisan nenek moyang
Biaya pembuatan akta PPAT yang mahal dan proses yang rumit

Pengetahuan hukum masyarakat adat yang kurang mengenai pentingnya jual beli
tanah melalui PPAT

Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail jual

beli tanah secara adat.
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Berdasarkan faktor diatas yang paling utama adalah dikarenakan surat-surat
tanah yang tidak lengkap, yang mana syarat pembuatan akta otentik jual beli hak
atas tanah oleh PPAT vyaitu sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah, surat
keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa dan surat keterangan ahli waris.

Contoh permasalahan jual beli hak atas tanah adat pada masyarakat adat sentani
yaitu yang dilakukan antara lain oleh Bapak Ayub Felle selaku penjual tanah
dengan Bapak Sugiono selaku pembeli, peristiwa itu terjadi pada Tahun 2003.
Dalam melakukan proses jual beli hak atas tanah yang dilakukan kedua belah pihak
dilakukan dengan cara yang sederhana yakni sebatas pertemuan antara penjual dan
pembeli dan bernegosisasi mengenai harga seperti perjanjian jual beli pada
umumnya yang kemudian mengadakan musyawarah dengan para masyarakat adat
dan ketua adat/ondoafi lalu terjadi kesepakatan dan transaksi perjanjian jual beli
barang pada umunya, bukti pembayarannya pun hanya dengan menggunakan
kwitansi. Pada kenyataanya dilapangan transaksi jual beli tersebut tidak selalu
melalui PPAT. Hal tersebut memang sah-sah saja menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Pasal 1320 yang mengatur tentang syarat-syarat terpenuhinya
sahnya suatu penjanjian yaitu:

a. Adanya kata sepakat
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Ada hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
Proses jual beli hak atas tanah diatas hanya dikuatkan oleh barang bukti berupa

kwitansi yang ditandatangani oleh para pihak. Maka dari itu tanah tersebut tidak
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dapat dibuatkan akta jual beli oleh PPAT, hal ini yang meyebapkan masih banyak
masyarakat adat yang lebih suka melakukan jual beli dengan cara adat atau tidak
melakukannya dihadapan PPAT, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan
perundang-undangan yang mengatur mengenai jual beli tanah di Indonesia,
sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
yang berbunyi “Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,
memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte
yang dibuat oleh dan di hadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria
(selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: penjabat). Akte tersebut
bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”.

Akibat hukumnya bagi kedua belah pihak adalah penjual tidak berhak lagi atas
objek yang sudah diberikan kepada pembeli dan pembeli menjadi pemegang hak
yang sah atas tanah tersebut berdasarkan perjanjian jual beli. Hal tersebut diperkuat
oleh putusan Mahkamah Agung Nomor. 665 K /SIP/1979, tanggal 22 juli 1980
yang menyatakan bahwa “setelah terjadinya jual beli antara para pihak yang telah
diketahui oleh kepala kampung dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan sudah
terjadi serah terima barang dan harga oleh penjual dan pembeli maka jual beli
tersebut telah sah menurut hukum walaupun tidak dilakukan dihadapan PPAT”.

Akan tetapi kwitansi sebagai bukti jual beli hanya bersifat formil saja, berbeda
dengan akta otentik yang dibuat dihadapan PPAT yang bersifat formil dan materil.
Namun kwitansi tersebut dapat sah dan berkekuatan hukum diakui oleh para pihak,

perlu diingat kembali bahwa alat bukti berupa kwitansi tersebut bersifat lemahbila
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dijadikan sebagai bukti telah beralihnya tanah dari penjual kepada pembeli. Selain
kwitansi alat bukti lain yang dijadikan sebagai bukti telah berpindahnya hak atas
tanah dari penjual ke pembeli adalah surat pelepasan adat, yang mana surat
pelepasan adat ini menjadi bukti yang kuat dalam masyarakat adat. Surat pelepasan
adat ini menjadi bukti jika kedepannya ada gugatan dari pihak lain yang mengaku
akui tanah tersebut baik anak maupun cucu pemilik tanah sebelumnya.

Dikarenakan sebagian besar tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat sentani
berupa tanah adat, maka sebagian tanah tersebut belum didaftarkan ke kantor
pertanahan, yang mana untuk menunjukan bukti kepemilikannya pemilik hak atas
tanah adat menggunakan surat sporadik sebagai bukti bahwa ia adalah pemegang
ha katas tanah yang sah.

Akibat hukum yang timbul dalam perjanjian jual beli hak atas tanah ini yang
mana tanah tersebut belum didaftarkan adalah sah menurut hukum karena sudah
memenuhi syarat materil jual beli yakni terang dan tunai. Akan tetapi menimbulkan
akibat hukum lain yakni kerugian bagi pemegang hak atas tanah karena tidak
adanya kepastian hukum sebagaimana fungsi dan tujuan pendaftaran tanah yaitu
agar menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Seperti yang sudah
dijelaskan dalam pasal 23 ayat (2) yang menyatakan:

“pendaftaran merupakan alat bukti yang kuat mengenai hapusnya atau
berpindahnya hak milik serta sahnya peralihan atas hak tersebut”.

Agar mendapatkan kepastian hukum, masyarakat dalam melakukan kegiatan
hukum peralihan hak atas tanah melalui perjanjian jual beli harus melakukan

pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan agar jual beli tersebut sah
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menurut hukum. Keabsahan jual beli hak atas tanah bila ditinjau dari undang-
undang maupun peraturan pemerintah, jual beli tersebut dikatakan sah apabila
dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah atau jual beli dengan adanya akta
otentik yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan peraturan
pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 37 angka 1 Tentang pendaftaran tanah yang
menyebutkan bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka
dari itu masyarakat seharusnya melaksanakan jual beli dengan akta otentik yang
disahkan oleh pejabat pembuat akta tanah agar jual beli tersebut berkekuatan hukum
tetap dan sah demi hukum.

Inti dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum bagi pemegang
hak atas tanah, kepastian hukum yang dimaksud adalah :*3
a. Kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang

hak yang sah
b. Kepastian hukum mengenai lokasi tanah dan keberadaannya
c. Kepastian hukum mengenai hak atas tanah tersebut.

Pada prakteknya dilapangan biasanya yang melakukan pendaftaran tanah adalah

pembeli setelah hak kepemilikannya pindah dari penjual kepada pembeli, hal

4 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya.
Alumni. Bandung, 1980, him. 9-10
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tersebut dikarenakan agar pembeli memiliki kekuatan bukti yang kuat terhadap ha
katas tanah tersebut, pada masyarakat adat sentani bukti kepemilikan hak atas tanah
bersifat sekunder sedangkan bukti primernya adalah surat pelepasan adat, yang
mana surat pelepasan adat ini keabsahannya telah diakui oleh pemerintah provinsi
papua dan berkekuatan hukum tetap.

Dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pada pasal 37 menegaskan
bahwa peralihan Hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarakan jika ada
pembuktian dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Namun dalam keadaan
tertentu pendaftaran peralihan hak atas tanah dapat dilakukan walau bukan dengan
akta otentik yang dibuat PPAT asalkan kadar kebenaranya dianggap sudah cukup
untuk mendaftar pemindahan dan pendaftaran hak yang bersangkutan. Hal ini
menunjukan bahwa pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan akta lain selain akta
otentik yang dibuat dan disahkan dihadapan PPAT.

Akibat hukum bagi pembeli yang paling sering terjadi di lapangan atas perjanjian
jual beli ini adalah adanya pengakuan yang tumpang tindih atas tanah tersebut antara
pembeli dan masyarakat adat lain yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut,
hal ini dikrenakan tanah tersebut belum didaftarkan oleh pemilik sebelumnya yang
mengakibatkan terjadinya konflik pengalihan tanah. Konflik ini yang nantinya akan
diselesaikan melalui musyawarah adat berdasarkan hukum adat oleh otoritas
pemerintahan adat. Hal tersebut jelas merugikan pihak pembeli karena pihak
pembeli harus berurusan dengan hukum akibat membeli tanah yang belum
bersertifikat tersebut, padahal pembeli memiliki niat baik. Kerugian yang dialami

pembei bukan hanya kerugian materil saja namun juga psikologinya.
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Timbulnya sengketa tanah tersebut biasanya berawal dari salah satu pihak yang
mengadukan keberatan dan menuntut hak atas tanah baik terhadap status tanah,
maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh hak atas tanah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 19 menegaskan
kewajiban pendaftaran hak-hak atas tanah. Pendaftaran ini akan menjamin
kepastian hukum, pemamfaatan dan keadilan termasuk perlindungan hukum bagi
pemegang hak atas tanah tersebut.

Pendaftaran Tanah Hak atas tanah adat di Kota Jayapura tidak dapat dilakukan
dengan cara konversi. tetapi harus ada pengakuan dan pengakuan hak oleh BPN
kota dengan beberapa bukti hak yaitu surat pelepasan adat sebagai bukti tertulis
bahwa tanah adat tersebut telah dilapaskan kepada pihak lain dan karena adanya
saksi-saksi dari masyarakat adat, kepala adat dan telah diketahui oleh kepala adat
berdasarkan musyawarah adat.

Maka agar pembeli memiliki kekuatan hukum tetap dalam pembuktian
kepemilikan disarankan langsung mendaftarkan hak atas tanahnya ke kantor
pertanahan, dalam hal ini apabila jual beli dilakukan secara adat maka berkas yang
harus diajukan ke kantor pertaanahan adalah kwitansi pembelian, surat sporadik,
surat pelepasan adat, dan surat pernyataan gubernur.

Setelah permohonan dan berkas sudah lengkap maka kantor pertanahan akan
memeberikan bukti penerimaan permohonan balik nama kepada pemohon.
Selanjutnya akan dilakukan proses pencoretan atas nama pemegang hak yang lama

dan kemudian diubah dengan nama pemegang hak yang baru. Dalam kurun waktu
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14 hari pembeli dapat mengambil sertifikat yang sudah diubah menjadi nama
pembeli.**

UUPA menegaskan bahwa pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan di kantor
pertanahan dengan menunjukan akta jual beli otentik yang dibuat dihadapan notaris,
namun dalam prakteknya pada masyarakat adat sentani pemindahan hak atas tanah
tersebut dapat dibuktikan dengan hanya menunjukan dokumen berupa kwitansi,
surat pelepasan adat, dan akta sporadik saja

Jika dilihat dari segi yuridis, kekuatan hukum praktek jual beli tanah berdasarkan
hukum adat masih lemah, hal ini dikarenakan jual beli tidak dilakukan dihadapan
PPAT yang mana akta otentik yang dibuat oleh PPAT memiliki kekuatan hukum
dan sah serta dapat dilakukan peralihan hak atas tanah secara langsung di kantor
pertanahan agar mendapatkan kekuatan hukum. sedangkan bukti jual beli hak atas
tanah masyarakat adat hanya mengandalkan kwitansi pembelian dan surat pelepasan
adat dari kepala suku dan dewan adat saja, yang mana surat pelepasan adat ini
merupakan bukti yang kuat di kalangan masyarakat adat. (masukan dalam
pembahasan)

Pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan bukan merupakan
syarat sahnya jual beli tetapi hanya untuk memperkuat pembuktian pihak ketiga.
Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah akibat jual beli di kota Jayapura

tidak terlepas dari prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

44 Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah, Pustaka Yuastisia,
Yogyakarta, 2009, him 71.
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Berdasarkan hasil uraian diatas bahwa jual beli hak atas tanah berdasarkan
hukum adat merupakan perjanjian yang sah, namun agar mendapatkan kepastian
hukum kepemilikan hak atas tanah akan mengalami kesulitan, terutama bagi
pembeli.

B. Peran Notaris-PPAT Jika Pada Proses Pelepasan dan Peralihan Hak Atas

Tanah Pada Masyarakat Adat Sentani Muncul Sengketa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, peralihan tanah dan
benda-benda diatasnya dari penjual kepada pembeli harus disertai dengan
penyerahan yuridis, yakni penyerahan harus memenuhi formalitas undang-undang,
yang berarti bahwa harus menggunakan dokumen yang dibuat oleh atau dihadapan
Notaris PPAT.

Peraturan perundang-undangan yang diadakan justru mengganti norma-norma
hukum adat yang berlaku sebelumnya, contohnya seperti, jual beli yang semula
hanya dilakukan dihadapan ketua adat diubah menjadi dihadapan PPAT oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang terkandung dalam pasal 37 ayat
(1) dan (2) yang menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Akan tetapi
dalam keadaan tertentu pendaftaran peralihan hak atas tanah tidak perlu memiliki
akta yang dibuat oleh PPAT, akan tetapi kekuatan pembuktiannya dianggap cukup
untuk mendaftarkan pemindahan hak atas tanah yang bersangkutan, yang artinya
pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan akta lain selain akta otentik yang dibuat

dihadapan PPAT.
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Dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan
dasar hukum Notaris selaku pejabat umum yang memiliki wewenang untuk
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan
selama perbuatan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Akta tersebut
berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukumyang
dilakukan oleh para pihak.

Pada proses pelepasan hak atas tanah adat masyarakat sentani masih dilakukan
secara adat yang di sahkan oleh ondoafi/ketua adat, dan disaksikan oleh para
masyarakat adat sebagai saksi, yang artinya proses pelepasan hak atas tanah adat itu
belum berkembang secara yuridis.

Peran Notaris PPAT dalam proses pelepasan dan peralihan hak atas tanah selaku
pejabat berwenang terkait pelepasan adat, masih sebatas konsultan kepada para
penjual dan pembeli, para pihak yang ingin melakukan peralihan hak atas tanah
datang ke Notaris PPAT untuk berkonsultasi yang nantinya akan diberikan saran
olen Notaris PPAT yang kemudian Notaris PPAT akan memeriksa status
kepemilikan tanah di kantor pertanahan mengenai keabsahan kepemilikan,
pemeriksaan ini semata-mata untuk memberikan kepastian kepada pembeli agar
dikemudian hari tidak terjadi sengketa.*® Terkait dengan pembuatan akta pelepasan
adat dalam hal ini Notaris PPAT belum terlibat dikarenakan Notaris tidak ingin
mengambil resiko dalam proses pelepasan adat, selain akan timbul biaya yang mahal

dan dikemudian hari akan timbul permasalahan hukum dikarenakan kurang

45 Hasil wawancara dengan Notaris PPAT Ibu Lilies Heryeni., SH., M.Kn
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terpenuhinya kelengkapan administrasi adat, faktor lain yang menyebabkan
mengapa Notaris PPAT tidak ikut serta dalam proses pelepasan adat dikarenakan
objek tanah yang dirasa belum jelas dan pasti, karena batas tanah adat masih
berdasarkan tanda-tanda alam semata, contohnya seperti batas pohon, batu, sungai,
dan lain-lain. Hal ini dapat beresiko dikemudian hari apabila ada pengakuan dari
pihak lain yang mengaku akui kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, Notaris berwenang untuk
memberikan penyuluhan atau pemahaman hukum dan penjelasan kepada para pihak
yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Notaris PPAT di Sentani Bapak
Luis Ponto, SH., M.Kn, mengatakan bahwa sebelum melakukan jual beli hak atas
tanah adat sering kali masyarakat adat dan pembeli datang untuk berkonsultasi
mengenai masalah jual beli tanah adat yang belum bersertifikat, melalui pendekatan
kekeluargaan dan memberikan motifasi mengenai pelepasan tanah adat yang belum
bersertifikat serta yang akan mengurus sertifikat di kantor pertanahan mengenai
proses pengurusan, biaya dan cara pengurusan sertifikat di Badan pertanahan
Nasional. Terkait jual beli hak atas tanah adat melalui proses pelepasan adat
dimohonkan jikalau bisa dibuatkan sertifikat terlebih dahulu lalu dijual kepada
pembeli.*®

Resiko akan adanya sengketa di kemudian hari juga menjadi alasan mengapa
Notaris PPAT tidak membuat akta pelepasan hak atas tanah adat, dikarenakan

apabila pembuatan akta pelepasan adat yang bersangkutan mengandung cacat

46 Hasil wawancara dengan Notaris PPAT Bapak Luis Ponto., SH., M.K.n
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yuridis berupa kekhilafan yang salah mengartikan kedudukan hukum dari subjek
hukumnya, oleh karena itu pejabat pembuat akta tanah terhadap aktanya yang
mengandung cacat yuridis dengan gugatan perbuatan melawan hukum, yang mana
hal ini sangat beresiko dikarenakan sulit untuk melakukan pemeriksaan latar
belakang para pihak yang melakukan jual beli tanah tersebut.

Resiko yang dimaksud diatas adalah gugatan yang terjadi karerna adanya
pengakuan yang tumpang tindih antara masyarakat adat lainnya atas tanah adat dan
batasan tanah yang kurang jelas dikarenakan masih menggunakan tanda alam
sebagai tolak ukur luas tanah. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka
Notaris PPAT tidak ikut terlibat, karena Notaris PPAT tidak membuat akta
pelepasan adat tersebut. Biasanya sengketa yang terjadi berupa pemalangan tanah
dikarenakan pengakuan hak atas tanah yang tumpang tindih pihak ketiga

Dalam hal apabila terjadi sengketa antara masyarakat hukum adat atau hak
perorangan masyarakat hukum adat, maka ketentuannya telah tertulis di dalam
Pasal 14 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang
Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat yang menegaskan bahwa penyelesaian
sengketa hak ulayat masyarakat adat atau hak perorangan masyarakat hukum adat
dapat melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai pilihan para pihak yang
bersengketa.

Dari uraian diatas menunjukan bahwa surat pelepasan adat yang disahkan oleh
ondoafi dan diterbitkan oleh Dewan Adat Suku Sentani (DASS) diakui sebagai
bukti tertulis yang berkekuatan hukum tetap dan tidak terganti sebagaimana telah

tertulis dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
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pendaftaran tanah. Masih kuatnya pengaruh hukum adat dalam kehidupan di
masyarakat adat sentani, kantor pertanahan tidak dapat mengabaikan eksistensi
kebijakan lembaga adat dalam bidang pertanahan.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan yang penulis uraikan pada BAB sebeumnya maka dapat
disimpulkan bahwa:

Pertama, Praktek proses jual beli hak atas tanah adat pada masyarakat
sentani belum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang
pendaftaran tanah, dan PMNA 3 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari PP 24 tahun
1997 yang mana peraturan pemerintah tersebut mewajibkan pelaksanaan jual beli
tanah harus menggunakan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Dalam
pelaksanaannya yang dilakukan oleh masyarakat sentani, apabila dikaitkan dengan
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berlandaskan hukum
adat dan mengabdi pada kepentingan Nasional, jual beli hak atas tanah yang bersifat
tunai, terang, dan nyata telah terpenuhi dan dianggap sah.

Dalam konsep keperdataan tetaplah sah karena sudah terpenuhinya syarat sahnya
jual beli sebagaimana diatur pada pasal 1320 KUHPerdata.

Kedua, Notaris PPAT menjadi sarana untuk berkonsultasi antara penjual
yang merupakan masyarakat adat dan pembeli berkaitan dengan pelepasan hak atas
tanah adat, hal ini dilakukan agar masyarkat mendapat pemahaman mengenai

keabsahan jual beli menurut hukum adat agar tidak terjadi sengketa di kemudian
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hari. Peran Notaris PPAT dalam hal memberikan penyuluhan kepada masyarakat
mengenai jual beli hak atas tanah adat dapat dibagi menjadi dua kriteria, yaitu
penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, maupun penyuluhan

hukum yang tidak berkaitan dengan pembuatan akta.

B. Saran

Pertama, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai jual beli hak
atas tanah berdasarkan hukum adat di provinsi papua, sehingga perjanjian jual beli
hak atas tanah adat tidak merugikan pihak pembeli yang telah beritikad baik
dikarenakan transaksi tidak dilakukan dihadapan PPAT, dan semestinya transaksi
jual beli hak atas tanah adat mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di
Indonesia.

Kedua, pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan sosialisai dan memberikan
informasi kepada masyarakat adat di kabupaten Jayapura mengenai pentingnya
pendaftaran tanah dan hak-hak atas tanah, agar kedepanya perjanjian jual beli hak

atas tanah adat dapat berlangsung dengan mudah.
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